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ABSTRAK
Nama Penyusun :  Hamdan
Nim :  10100108013
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Harta Bawaan
Menjadi Harta Bersama (Studi Kasus Putusan No.267/
Pdt.G/2007/ PA.Sungguminasa)
Skripsi ini adalah studi tentang Analisis Yuridis Terhadap pengalihan harta
bawaan menjadi harta bersama (Studi Kasus Putusan No.267/Pdt.G/2007/
PA.Sungguminasa).Pokok permasalahan adalah Bagaimana pelaksanaan pembagian
harta bersama dalam putusan No.267/Pdt.G/2007/ PA,Sungguminasa,Serta
Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara
putusan tersebut.
Penelitian ini adalah library research yaitu penulis berusaha menelusuri dan
mengumpulkan data yang terdiri dari literatur, peraturan perundang-undangan yang
berlaku, hukum Islam, karya tulis para ahli, kamus dan lain-lain, serta yang relevan
dengan masalah yang diteliti. Kemudian menggunakan field research yaitu kegiatan
aktif langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab kepada
informan untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dari sejumlah keterangan
atau fakta-fakta dari penelitian lapangan.
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan
mengambil salinan putusan yang terkait dengan judul skripsi. Serta melakukan
wawancara lansung dengan hakim yang menangani kasus yang penulis teliti.
Disamping itu penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah
buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu : 1) Pelaksanaan pembagian
harta bersama berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara putusan
No.267/Pdt.G/2007/PA.Sungguminasa dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta
kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama
sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan
putus, masing-masing berhak ½ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama
perkawinan terdapat adanya harta bersama, Pengadilan menetapkan pembagian harta
bersama tersebut ½ (seperdua) bagian untuk penggugat dan ½ (seperdua) bagian
untuk tergugat. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara
putusan No.267/Pdt.G/2007/PA.Sungguminasa telah tepat, dimana objek sengketa
berupa tanah seluas 4 are ditetapkan sebagai harta bersama milik pemohon dan
termohon tanpa harus memperhatikan atas nama siapa tanah tersebut berada. Hal ini
sesuai dengan Pasal 1 sub f Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa harta
bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik harta itu
terdaftar atas nama suami atau isteri.
vKATA PENGANTAR
 ِﻢْﯿِﺣ ﱠﺮﻟا ِﻦَﻤْﺣ ﱠﺮﻟا ِﷲ ِﻢِْﺴـﺑ
 ِْﯿـﻠَﺳْﺮُﻤﻟاَو ِءَﺎـِﯿـْﺒـَﻧ ﻻاْ ِفَﺮْﺷَ أ َﻲـَﻠـﻋ ُمَ ﻼﱠﺴﻟاَو ُ َة ﻼ ﱠﺼﻟاَو َﻦْﯿَِﻤـﻟﺎَﻌﻟاْ ﱢبَر ِﮫﱠ ـِﻠﻟ ُﺪْﻤَْﺤـﻟَ ا ِِﮫﻟَ ا َﻲَﻠـﻋَو ْﺪﱠـﻤَﺤُﻣ َﺎـﻧِﺪﱢـﯿَﺳ َﻦ َو
 َﻦْﯿِﻌَﻤْﺟَ أ ِِﮫـﺒْﺤَﺻ
Syukur alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah swt. yang
berhak untuk menerimanya. Nikmat yang telah di anugrahkan kepada hamba-Nya
yang tak terkira jumlahnya patut untuk kita syukuri baik syukur dengan lisan
Alhamdulillah, maupun dengan amal perbuatan yaitu menjalankan perintahnya dan
menjauhi segalah apa yang di larangnya. Shalawat serta salam semoga senantiasa
tercurah kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad saw,dialah Nabi yang di utus
kepermukaan bumi ini sebagai Uswatun Khasanah. Dengan ini, selaku penulis ingin
bersyukur melalui amal dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul :“Analisis
Yuridis Terhadap Pengalihan Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama (Studi
Kasus Putusan Perkara No.267/ Pdt.G/2007/Sungguminasa Kab. Gowa)”, dan
penulis sadar bahwa karya ini tak mungkin terwujud tanpa didasari niat yang tulus
serta perjuangan tak pantang menyerah.
Sembah sujud dan rasa terima kasih yang tak terhingga dan sebesar-besarnya
penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Almarhum DG.
Madda dan Ibunda DG. Mina yang tercinta, karena atas do’a yang tiada hentinya,
dukungan moril maupun materil serta kasih sayang dan rasa cintanya yang tiada tara
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kepada Ananda, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tanda berakhirnya
studi di bangku kuliah.
Penulis juga menyadari bahwa pelaksanaan penelitian hingga penyusunan
skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena
itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof.Dr.H.Musafir Pababbari, M.Ag. Sebagai Rektor UIN Alauddin
Makassar beserta pembantu Rektor I, II dan III yang telah membina dan
memimpin UIN Alauddin Makassar
2. Bapak Prof.Dr.Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan beserta
Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin
Makassar.
3. Bapak Dr.H. Abd.Halim Talli, S.Ag.,M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Peradilan
Agama sekaligus sebagai pembimbing I dan Andi. Intan Cahyani, S.Ag.,
M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Peradilan Agama sekaligus selaku pembimbing
II, yang telah ikhlas melayani, mengarahkan penulis sejak dari awal hingga saat
selesainya studi  dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi
saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Syari’ah dan Hukum yang pernah mengajar dan
membimbing penulis, serta permohonan maaf apabila ada perbuatan, ucapan
serta tingkah laku penulis yang tidak sepatutnnya dilakukan.
5. Buat saudaraku yang tercinta dan kubanggakan,
6. Rekan-rekan seperjuangan yang selalu memberikan support dan dukungan,
teman senasib sepenanggungan, teman dikala susah dan senang yang tetap
optimis akan cita-cita meskipun dengan keadaan ekonomi yang serba
kekurangan, serta semuanya teman-teman di Jurusan Peradilan Agama angkatan
2008, yang tidak sempat saya sebut satu persatu, ingat ini bukanlah akhir dari
perjuangan kita kawan dan begitupun persabatan kita tidak akan pernah
berakhir.
7. Kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam penelitian yang tidak dapat
disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari
kesempurnaan, untuk itu saran dan koreksi yang membangun yang penulis sangat
harapkan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan pada karya ilmiah ini. Akhirnya
kepada Allah swt, jualah tempat segala kesempurnaan, harapan penulis mudah-
mudahan karya ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.
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No Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
1 ا alif tidakdilambangkan
tidak
dilambangkan
2 ب ba b be
3 ت Ta t te
4 ث tsa ts te dan es (dengan
titik diatas)
5 ج jim j Je
6 ح ha h ha
7 خ kha kh ka dan ha
6 د dal d de
9 ذ dza dz de dan zet(dengan
titik diatas)
10 ر ra r er
11 ز zal z zet
12 س sin s es
13 ش syin sy es dan ye
14 ص shad sh es dan ha




16 ط tha th te dan ha




18 ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
19 غ gain g ge
20 ف fa f ef
21 ق qaf q qi
22 ك kaf k ka
23 ل lam l el
24 م mim m em
25 ن nun n en
26 و wau w we
27 ه ha h ha
28 ء hamzah ' apostrof





Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita, yang saling
mencintai dan menyayangi dalam suatu rumah tangga. Hal ini sebagaimana diuraikan
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sudah
menjadi kebutuhan hidup mendasar, bila setiap insan akan menikah sesuai perintah
Allah SWT.
Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, akan
menimbulkan akibat lahir maupun batin di antara mereka, terhadap masyarakat dan
juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik
sebelum dan selama perkawinan. Ikatan perkawinan menimbulkan adanya harta
bersama (gono-gini). Harta bersama (gono-gini) merupakan harta yang dihasilkan
oleh pasangan suami isteri secara bersama-sama selama perkawinan masih
berlangsung.
Harta yang tidak termasuk dalam klasifikasi harta bersama adalah harta yang
diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan yang biasa disebut harta bawaan
yaitu harta benda milik masing-masing suami/isteri yang diperoleh sebelum
terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah, dan harta
perolehan yaitu harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing
1
2pasangan suami/isteri setelah terjadi ikatan perkawinan1.
Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri dalam KUHPerdata adalah
harta campuran bulat dalam Pasal 119 KUHPerdata harta benda yang diperoleh
sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. Meliputi seluruh harta perkawinan
yaitu harta yang sudah ada pada waktu perkawinan dan harta yang diperoleh
sepanjang perkawinan.
Namun, ada pengecualian bahwa harta tersebut bukan harta campuran bulat
yaitu apabila terdapat perjanjian kawin atau ada hibah/warisan, yang ditetapkan oleh
pewaris Pasal 120 KUHPerdata. Dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1
tahun 1974 sebagai berikut:
1. harta bersama adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan dan
ayat
2. menetapkan bahwa harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk ke dalam
suatu perkawinan.2
Membahas mengenai harta bersama (gono-gini) sangat penting dalam
kehidupan rumah tangga. Masalah ini biasa menyangkut pengurusan,penggunaan dan
pembagian harta bersama (gono-gini) jika ternyata hubungan perkawinan, pasangan
suami isteri itu “bubar” baik karena perceraian maupun kematian.Dalam hal
terjadinya perceraian, masalah pembagian harta bersama yang lebih dikenal dengan
istilah harta gono-gini terkenal sangat rumit. Bahkan keributan ini selalu berujung
pada semakin menghambat jalannya sidang perceraian, dipengadilan masing-masing
pihak saling menganggap bahwa dirinya yang berhak mendapatkan jatah harta
1Martiman Prodjohamidjodjo, Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan dan
Peraturan Pelaksanaan (Jakarta : Pradnya Paramita,1991),h.34.
2C.S.T. Kansil, Asas-asas Hukum Perdata (Jakarta : Pradnya Paramita,2004), h.127.
3bersama(gono-gini) lebih besar dibandingkan pasangannya3. Pada dasarnya ada
bermacam-macam sistem hukum harta kekayaan perkawinan,hal ini karena tiap-tiap
sistem hukum mempunyai peraturan-peraturannya sendiri yang mengatur mengenai
harta benda suami isteri. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Hukum Adat,
Hukum Islam, dan KUH Perdata.
Sementara itu Undang-undang Perkawinan juga mengatur mengenai harta benda
perkawinan, namun ketentuan tersebut belum diatur lebih lanjut dalam peraturan
pelaksanaannya. Dalam hal inilah yang kemudian menimbulkan persoalan dalam
praktek apakah ketentuan harta benda perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang
Perkawinan telah dapat diberlakukan.
Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia harta bersama (gono-gini)
ini diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan
harta bersama (gono-gini) ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan,
penggunaan dan pembagiannya. Meskipun pembagian harta besama (gono-gini)
diatur jelas di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi pada
kenyataannya pelaksanaannya masih belum memadai bahkan harta bersama (gono-
gini) sering kali dipermasalahkan bagi pihak yang akan bercerai. Di dalam Pasal 97
Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:
3Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung:Mandar Maju,2007),h.114.
4“Bahwa janda atau duda yang bercerai hidup masing-masing berhak seperdua
dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin4.
Untuk menghindari terjadi permasalahan mengenai harta antara pasangan yang
telah bercerai maka telah terlebih dahulu diadakan perjanjian kawin. Dengan adanya
perjanjian kawin, pembagian harta bersama (gono-gini) akan lebih mudah karena
dapat dipisahkan mana yang merupakan harta bersama dan mana merupakan harta
bawaan.Dengan demikian,perjanjian perkawinan berfungsi sebagai “pengendali
masalah dikemudian hari”.
Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan
calon suami isteri. Harta bersama (gono-gini) dan perjanjian perkawinan sering luput
dari perhatian masyarakat karena masyarakat sering menganggap bahwa perkawinan
adalah suatu perbuatan suci sehingga tidak sepantasnya membicarakan masalah harta
benda.
Masalah harta bersama diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU No 1
tahun 1974, yang secara garis besar menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh
selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-
masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai
hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para
pihak tidak menentukan lain.
Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan
kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan
4
.Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010),h.146-147.
5isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta
bendanya. Akan tetapi apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama
diatur menurut hukumnya masing-masing5.
Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang
diperoleh oleh pasangan suami isteri selama perkawinan dapat diatur. Pembagian
harta bersama terkadang jauh lebih rumit dari proses perceraian itu sendiri. Terlebih
jika telah terjadi percampuran antara harta yang diperoleh dalam masa perkawinan
dengan harta bawaan masing-masing suami isteri. Setiap pasangan tentu tidak
menginginkan perkawinannya berakhir dengan perceraian6,
Sehingga tidak jarang ketika masih terikat sebagai suami isteri, penggunaan
harta tidak mempermasalahkan hak yang satu terhadap yang lain. Pembahasan
mengenai apa yang menjadi milik suami, apa yang menjadi milik isteri dan apa yang
menjadi milik mereka bersama selama perkawinan yang dijalani masih harmonis
jarang mendapat perhatian dari suami isteri tersebut, sehingga apabila terjadi
perceraian baru timbul masalah atas penyelesaian sengketa harta bersama termasuk
pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut, apakah memandang peranan masing-
masing dalam pembentukan harta besama tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis mencoba untuk menganalisis
tentang perkara harta bersama, salah satunya terlihat pada putusan di Pengadilan
5Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan
Prospeknya (Jakarta : Gema Insani Press,1996), h.33.
6Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan
Prospeknya, h.33.
6Agama Sungguminasa Kab.Gowa Putusan No. 267/Pdt.G/2007/PA.Sungguminasa.
Perkara ini menyangkut harta bawaan yang dialihkan menjadi harta bersama, dalam
perkara ini terjadi pengalihan harta yang tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat 1
Kompilasi Hukum Islam.
Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa pihak
tergugat (isteri) berhak atas harta tersebut dengan dalil bahwa harta tersebut
merupakan harta bersama selama perkawinan. Sedangkan berdasarkan bukti-bukti
yang ada, bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan dari si penggugat (suami)
yaitu berupa warisan dari orang tua si penggugat.
Sehingga penetapan putusan Hakim Pengadilan Agama dianggap tidak sesuai
dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam
yang selanjutnya disingkat KHI menyatakan bahwa:
“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawa penguasaan masing-
masing,sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian
perkawinan”.
Terkait dengan hal ini, maka sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam lagi
perkara ini, untuk menjawab isu-isu hukum yang mungkin dapat timbul dari putusan
tersebut. Bagaimana penetapan pengalihan harta bawaan menjadi harta bersama yang
benar, yang sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku yaitu Kompilasi
Hukum Islam.
B. Rumusan Masalah
7Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis
berusaha menuliskan pokok masalah yaitu, Bagaimana analisis Hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap pengalihan harta bawaan menjadi harta bersama (Studi
Kasus Putusan Perkara No: 267/Pdt.G/2007/PA. Sungguminasa Kab. Gowa) ?
Dari uraian pokok rumusan masalah, maka penulis menguraikannya dalam
beberapa sub masalah antara lain sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dalam putusan
No.267/Pdt.G/2007/PA,Sungguminasa ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara
putusan No.267/Pdt.G/2007/PA.Sungguminasa ?
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Harta Bawaan
Menjadi Harta Bersama (Studi Kasus Putusan No.267/Pdt.G/2007/PA.Sungguminasa
)” .Masalah ini akan dijelaskan sebagai langkah awal penulis agar pembaca nantinya
lebih memahami secara jelas masalah yang dimaksud. Untuk menghindari perbedaan
persepsi terhadap kata yang mengandung pengertian lebih dari satu, maka penulis
memberikan batasan pengertian yang dianggap perlu dalam judul diatas.
a. Analisis adalah penelitian suatu peristiwa atau kejadian untuk mengetahui
keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, dan duduk perkaranya).
b. Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum, bantuan-bantuan hukum
(diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan).
c. Pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan,
8penggantian, penukaran dan pengubahan.
d. Harta bawaan adalah Harta yang dibawa masing-masing suami isteri kedalam
ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan
mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-
masing suami isteri sebelum atau sesudah perkawinan.7
e. Harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang
diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan analisis yuridis terhadap pengalihan harta bawaan menjadi harta
bersama adalah penelitian suatu peristiwa atau kejadian hukum dimana salah seorang
suami atau isteri mencoba mengalihkan status kepemilikan harta bawaan menjadi
harta bersama.
Agar penyusunan skripsi ini lebih terfokus, maka pembahasan dan isi dari
skripsi ini dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian.
Sesuai dengan objek penelitian maka batasan ruang lingkup yang ingin diteliti dalam
penulisan skripsi ini adalah bagaimana hakim menganalisa, dan memutus suatu
perkara berupa pengalihan status harta bawaan menjadi harta bersama.
D. Kajian Pustaka
Agar penulisan skripsi sistematis dan memiliki bahan perbandingan, maka di
bawah ini penulis memberikan atau mengemukakan beberapa referensi yang relevan
7Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia: PerUndangan,Hukum Adat, Hukum
Agama, (Bandung : Mandar Maju, 2007),h.114.
9dengan masalah dan sekaligus sebagai bahan acuan untuk lebih meningkatkan
kualitas isi skripsi ini. Pembahasan tentang judul ini dapat ditemukan dalam berbagai
literatur yang menjadi rujukan penulis diantaranya:
Tanya jawab mengenai Undang-undang perkawinan dan peraturan
pelaksanaan oleh Martiman Prodjohamidjodjo, didalam buku ini di jelaskan
bagaiman harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan yang biasa
disebut harta bawaan yaitu harta benda milik masing-masing suami/isteri yang
diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau
hadiah.
Asas-asas hukum perdata oleh Prof. DR.C.S.T. Kansil, dalam buku ini juga
dibahas sangat detail tentang harta bawaan dan harta bersama.
Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan
Prospeknya oleh Bustanul Arifin, buku ini juga membahas sanagt terperinci
Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua
belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta
bendanya. Akan tetapi apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama
diatur menurut hukumnya masing-masing
Hukum Perkawinan Indonesia oleh Hilman Hadikusuma,buku ini juga
membahas tentang kedudukan harta perkawinan,termasuk didalamnya harta bawaan,
harta bersama, warisan maupun hadiah.
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Pencaharian Bersama Suami Isteri (Adat Gono-gini Ditinjau dari Sudut
Hukum Islam) Oleh Ismail Muhammad Sjah, buku ini membahas apa sebenarnya
harta bersama itu.
Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun
!974) Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, membahas tentang
posisi harta bersama dalam UU No.1 Tahun 1974, secara sosiologis, filosofis, dan
legalitas serta pandangan hukum islam terhadap harta bersama.
Dengan berdasar pada buku-buku di atas, penulis akan mengembangkan
pembahasan skripsi ini, baik secara metedologi maupun pembahasan, dan tentunya
dengan beberapa literatur lainnya
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Sebagai sebuah karya ilmiah yang kemudian mampu untuk dipertanggung
jawabkan maka penulis melalui masalah yang akan dibahas didalam skripsi itu
nantinya wajib untuk mengadakan suatu penelitian. Agar apa yang dibahas dalam
skripsi itu benar-benar empiris. Sehingga skripsi itu nantinya memberikan manfaat
atau paling tidak dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan
masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Adapun tujuan dan kegunaan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama dalam putusan
No.267/Pdt.G/2007/PA. Sungguminasa.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam
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perkara putusan No. 267/Pdt.G/2007/PA. Sungguminasa
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Kegunaan Ilmiah
1. Sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I) pada
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar. Dan juga
sebagai media latihan bagi penulis dalam menambah wawasan keilmuan
sehingga penulis dapat membandingkan antara teori dan praktek yang terjadi
dilapangan.
2. Agar dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan bacaan bagi civitas
akademika dan masyarakat pada umumya.
3. Diharapkan agar penelitian ini mampu memberikan cakrawala, pemahaman dan
pengalaman secara langsung di lapangan melalui penelitian tentang proses
proses penyelesaian sengketa harta bersama.
b. Kegunaan praktis
1. Diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi masyarakat terutama mereka
yang ingin mengetahui tentang bagaimana sengketa harta bersama dan
bagaimana putusan hakim terhadap perkara tersebut.
2. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan referensi dan juga
dapat menambah khasanah pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca
pada umumnya, serta meningkatkan pengetahuan, agar penulis serta masyarakat
dapat mengambil pelajaran yang berkaitan dengan permasalahan harta benda
perkawinan.
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3. Memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu
pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Perdata
pada khususnya
4. Diharapkan dapat menjadi pegangan bagi masyarakat, terutama bagi para
mahasiswa Ilmu Hukum agar mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa
harta bersama.
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi
Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam lima bab, setiap bab
terdiri sub bab, yaitu sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan
masalah, Ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta garis-garis
besar isi skripsi.
Bab II Tinjauan Pustaka
a. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang jenis-jenis dan kedudukan harta
benda dalam perkawinan, harta bersama, harta bawaan, harta perolehan,
perbedaan harta bersama dengan harta bawaan, konsepsi harta bersama, dasar
hukum dan ruang lingkup harta bersama, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan kewenangan suami isteri atas harta
bersama.
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Bab III Metode Penelitian
Pada bab ini menguraikan tentang Jenis dan sumber data, metode pendekatan,
metode pengumpulan data, dan pengolahan dan analisis data.
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum pengadilan agama
sungguminasa yang mencakup Letak geografis, keadaan demografis, Setelah itu
diuraikan pula deskripsi data dan ulasan penelitian.
Bab V Kesimpulan dan Saran
Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang membahas kesimpulan
yang dapat ditarik dari bab-bab sebelumnya dan daftar kepustakaan yang penulis
gunakan untuk memperkuat penelitian.
Bab ini berisi tentang dua hal yaitu simpulan yang berisi tentang kesimpulan-
kesimpulan yang langsung diturunkan dari seksi diskusi dan analisis yang dilakukan
pada bagian sebelumnya, dan implikasi penelitian yang berisi tentang hasil dari
kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga dari sini dapat ditarik




A. Jenis-Jenis dan Kedudukan Harta Benda dalam Perkawinan
Berkenaan dengan harta benda dalam perkawinan menurut Pasal 35 Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:
a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
b. Harta benda dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak mentukan lain.
Apabila perkawinan putus harta bersama tersebut diatur menurut hukum
masing-masing. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak.
Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta
bendanya (Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan), bila
perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-
masing. 1
Harta perkawinan adalah : Harta atau barang-barang yang dimiliki oleh suami
isteri dalam ikatan perkawinan guna dijadikan bekal hidup dan kelangsungan hidup
rumah tangga mereka.




Harta atau barang-barang itu meliputi baik barang-barang warisan atau hadiah
yang diterima oleh masing-masing suami atau isteri sebelum maupun sesudah
perkawinan, maupun barang-barang yang diperoleh karena usaha atau jerih payah
suami isteri bersama-sama selama berlangsungnya perkawinan.
Jenis-jenis harta benda dalam perkawinan yaitu :
1. Harta Bersama
Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan (harta
pencarian). Harta bersama dikuasai oleh suami dan isteri, Pasal 35 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan “harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta benda bersama”. Kemudian, menurut J.Satrio, yang
memakai istilah harta persatuan, memberikan definisi sebagai berikut :
“Harta persatuan adalah harta milik suami-isteri bersama-sama,yang terbentuk
sebagai akibat dari perkawinan mereka, yang meliputi harta bergerak maupun
harta tak bergerak, yang dibawa oleh suami-isteri ke dalam perkawinan mereka
dan yang mereka peroleh sepanjang perkawinan dan hasil dari pendapatan
mereka sepanjang perkawinan, sekedar mengenai hal itu tidak ditentukan lain,
dikurangi dengan hutang-hutang, yang dibuat suami-isteri sebelum perkawinan
mereka dan hutang persatuan yang dibuat oleh mereka sepanjangperkawinan.2
Dari definisi yang dikemukakan oleh J. Satrio, terlihat bahwa harta bersama
yang dimaksudkan adalah harta yang terbentuk akibat adanya perkawinan. Sehingga
apabila terjadi perkawinan maka dengan serta merta terjadi percampuran harta, harta-
harta milik pribadi suami maupun isteri sebelum perkawinan otomatis masuk menjadi
harta bersama. Definisi tersebut tidaklah memisahkan antara harta bawaan masing-
masing suami isteri dengan harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Walaupun
2J Satrio. Hukum Harta Perkawinan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991),h.54-55.
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demikian, terdapat pengecualian apabila antara suami isteri memperjanjikan lain.
Berbeda dengan J. Satrio, menurut Martiman Prodjohamidjodjo, yang disebut
sebagai harta bersama adalah “Harta yang diperoleh selama perkawinan, karena
pekerjaan suami atau isteri3”.
Walau tidak secara jelas dinyatakan, pengertian tersebut telah memisahkan
antara harta bawaan masing-masing suami isteri sebelum perkawinan dengan harta
bersama, dan membatasi harta bersama hanya sebatas harta yang diperoleh selama
perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang menghasilkannya.
Kemudian menurut Hilman Hadikusuma harta bersama adalah :
“Harta yang didapat suami isteri selama perkawinan (harta pencarian). Harta
bersama ini jika perkawinan putus (cerai mati atau cerai hidup) diatur menurut
hukumnya masing-masing (hukum adat, hukum agama, hukum lainnya)4”.
Selanjutnya, menurut Abdul Manan bahwa :
“Semua harta yang diperoleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan
menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun
diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama
ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi
soal apakah isteri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah
isteri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi
masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan”5.
Terhadap harta bersama suami atau isteri mempunyai hak dan kewajiban yang
sama. Kewenangan penyelesaian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan ”Apabila perkawinan putus karena
3Martiman Projohamijoyo, Tanya Jawab Mengenai Undang-undang Perkawinan dan Peraturan
Pelaksanaan, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991),h.34.
4Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia: PerUndangan,Hukum Adat, Hukum
Agama, (Bandung : Mandar Maju, 2007),h.114.
5Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta : Kencana,
2006),h.108.
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perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”6.
Yang dimaksud ”hukumnya” masing-masing adalah hukum agama, hukum adat
dan hukum-hukum lainnya. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian, harta
bersama dibagi berdasarkan hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami isteri
yaitu hukum agama, hukum adat, hukum BW, dan lain sebagainya. Ketentuan
semacam ini kemungkinan akan mengaburkan arti penguasaan harta bersama, yang
diperoleh bersama dalam perkawinan. Karena ada kecenderungan pembagiannya
yang tidak sama, yang mengecilkan hak isteri atas harta bersama.
Tanggung jawab suami dan isteri terhadap harta bersama, yaitu dinyatakan
dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni ”suami atau
isteri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan terhadap kedua belah
pihak7”
2. Harta Bawaan
Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau
isteri.Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan :“mengenai
harta bawaan masing-masing, suami atau isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan
perbuatan hukum mengenai harta bendanya8”.
Maksud dari pasal tersebut bahwa menjelaskan tentang hak suami atau isteri
6Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab VII,
pasal 37, h.8.
7Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab VII,
pasal 36, h.8.
8Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab VII,
pasal 36, h.8.
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untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing. Tetapi, apabila pihak suami dan
isteri menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan
harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadi
perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya,
kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Menurut Anshary M.K. harta bawaan dapat berupa :
“Harta warisan, hibah, wasiat, yang diterima oleh masing-masing suami isteri
dari orang tuanya atau dari selainnya. Begitu pula harta harta yang diperoleh
masing-masing suami isteri sebelum terjadi perkawinan adalah harta bawaan”9.
Menurut Hilman Hadikusuma adalah :
“Harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami isteri kedalam
ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan
mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-
masing suami isteri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta
hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing,jika tidak ditentukan
lain”10.
3. Harta Perolehan
Harta Perolehan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 yaitu “harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau
warisan11”.
Pada dasarnya penguasaannya sama seperti harta bawaan. Masing-masing
suami atau isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai
9Anshary M.K., Hukum Perkawinan di Indonesia,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010),h.136.
10Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia: Perundangan,Hukum Adat, Hukum
Agama, (Bandung : Mandar Maju, 2007),h.114.
11Republik Indonesia, 1974, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , bab
VII, pasal 35,h.7.
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harta benda perolehannya. Apabila pihak suami dan isteri menentukan lain misalnya
dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai
dengan isi perjanjian. Demikian juga terjadi perceraian, harta perolehan dikuasai dan
dibawa oleh masing-masing pemiliknya. Kecuali jika ditentukan lain dalam
perjanjian perkawinan.
Lebih lanjut Sayuti Thalib, membagi beberapa macam harta suami isteri yakni :
1. Dilihat dari sudut asal usulnya harta suami isteri itu dapat digolongkan pada tiga
golongan.
a) Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka
kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri
atau dapat disebut sebagai harta bawaan.
b) Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada
dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka
baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat
atau warisan untuk masing-masing.
c) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan
atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut
harta pencaharian.
2. Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta ini dipergunakan untuk:
a) Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
b) Harta kekayaan yang lain
3. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta
itu akan berupa:
a) Harta milik bersama.
b) Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga.
c) Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang
bersangkutan12.
12Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia,(Jakarta : Universitas Indonesia, 2007),h.83.
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Mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang telah diatur dalam Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 kembali diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam.
Dimana diuraikan dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa :
“Semua harta yang diperoleh sepasang suami isteri selama dalam perkawinan
menjadi harta kepunyaan bersama, baik harta tersebut diperoleh sendiri-sendiri
atau bersama-sama tanpa mempersoalkan terdaftar atau diperoleh atas nama
siapapun”.
Jadi mengenai harta yang diperoleh oleh suami isteri selama dalam ikatan
perkawinan adalah harta milik bersama, baik masing-masing bekerja pada satu tempat
yang sama maupun pada tempat yang berbeda-beda, baik pendapatan itu terdaftar
sebagai penghasilan isteri atau suami, juga penyimpanannya didaftarkan sebagai
simpanan suami atau isteri tidak dipersoalkan, baik yang punya pendapatan itu suami
saja atau isteri saja, atau keduanya mempunyai penghasilan tersendiri selama dalam
perkawinan.
Harta bersama tidak boleh terpisah atau dibagi-bagi selama dalam perkawinan
masih berlangsung. Apabila suami isteri itu berpisah akibat kematian atau akibat
perceraian barulah dapat dibagi. Jika pasangan suami isteri itu waktu bercerai atau
salah satunya meninggal tidak memiliki anak, maka semua harta bersama itu dibagi
dua setelah dikeluarkan biaya pemakaman dan pembayaran hutang-hutang suami
isteri. Jika pasangan ini mempunyai anak maka yang menjadi ahli waris adalah suami
atau isteri yang hidup terlama dan bersama anak-anak mereka.
B. Perbedaan Harta Bersama dengan Harta Bawaan
Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
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perkawinan menetapkan : Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-
masing suami dan isteri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang
diterima dari pihak ketiga selama perkawinan. Sedangkan tentang harta bersama
Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
ditetapkan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta
bersama”.
Menurut Martiman Prodjohamidjodjo yang disebut sebagai harta bersama
adalah “harta yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau
isteri”13.
Walau tidak secara jelas dinyatakan, pengertian tersebut telah memisahkan
antara harta bawaan masing-masing suami isteri sebelum perkawinan dengan harta
bersama, dan membatasi harta bersama hanya sebatas harta yang diperoleh selama
perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang menghasilkannya.
Adapun harta bawaan, tetap menjadi harta milik masing-masing suami dan isteri
dan di bawah penguasaan masing-masing selama perkawinan sesuai dengan Pasal 35
(2) Undang-Undang no 1 tahun 1974, tentang perkawinan, Pasal 86 KHI
menyebutkan “Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya,
demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.
Akan tetapi kondisi ini dapat saja berubah jika pasangan suami isteri,
sebelumnya telah membuat sebuah janji perkawinan yang menyebutkan posisi harta
13Martiman Projohamijoyo, Tanya Jawab Mengenai Undang-undang Perkawinan dan
Peraturan Pelaksanaan, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991),h.34.
23
bawaan mereka, tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti
perseteruan ketika pembagian warisan dilakukan. Sebelum aqad nikah berlangsung,
kedua calon pasangan suami-isteri biasanya akan menyepakati tentang hal-hal
tertentu secara tertulis, yang kemudian disebut sebagai janji perkawinan.
C. Konsepsi Harta Bersama
Konsepsi adalah: “Pengertian yang meliputi hal-hal yang parsial, tidak
mendasar, aplikatif, empiris, dan praktis”. Sedangkan konsep merupakan “pengertian
abstrak yang meliputi hal-hal yang bersifat universal, mendasar, filosofis, dan
teoritis”. Sebuah konsep dibangun atas seperangkat konsepsi.
Dalam tulisan ini, konsepsi harta bersama akan dibagi menjadi dua, menurut
hukum adat dan hukum positif.
1. Hukum Adat
Dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan.
Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami-isteri untuk
membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Suami dan isteri
sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut somah
atau serumah. Menurut Hilman Hadikusuma, Kedudukan harta perkawinan tersebut
tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan
masyarakat adat bersangkutan, apakah masyarakat itu masih kuat mempertahankan




a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Masalah harta
bersama dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35-37.
Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa :“harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama”, Sementara Pasal 35 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa :
“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain15”
Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan mengatur bahwa “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat
bertindak atas persetujuan kedua belah pihak16”.
Sedangkan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan mengatur bahwa “mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan
isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta
bendanya17”.
Kemudian Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menjelaskan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur
14Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia: PerUndangan,Hukum Adat, Hukum
Agama, (Bandung : Mandar Maju, 2007),h.115.
15Republik Indonesia, 1974, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , bab
VII, pasal 35.





Pasal 37 ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama
yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama perkawinan dapat diatur dengan
menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau
hukum lain di luar hukum adat.
b. Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991)
Dalam Bab XIII, Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah harta bersama
dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 85-97. Pasal 85 Kompilasi
Hukum Islam menjelaskan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak
menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”.
Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “pada dasarnya
tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan19”, sementara
Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “harta isteri tetap menjadi
hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak
suami dan dikuasai penuh olehnya20”.
Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa :
“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan
masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian
perkawinan”.
18 Republik Indonesia, 1974, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , bab
VII, pasal 37.
19Inpres Nomor 1 tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
86,h.12.
.
20Inpres Nomor 1 tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
86,h.12.
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Sedangkan Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :
“Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhya untuk melakukan perbuatan hukum atas
harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah, atau lainnya21”.
Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Apabila terjadi
perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian
perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”22.
Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Suami bertanggung
jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri23”.
Sementara Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Isteri turut
bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada
padanya24”.
Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari empat ayat:
1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 Kompilasi Hukum Islam di
atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda
bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban; dan
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu   pihak
atas persetujuan pihak lain25.
21Inpres Nomor 1 tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
87,h.12.
22Inpres Nomor 1 tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
88,h.13.
23Inpres Nomor 1 tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
89,h.13.
24 Inpres Nomor 1 tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
90,h.13.
25Inpres Nomor 1 tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
91,h.13.
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Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “suami isteri tanpa
persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta
bersama26”.
Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 4 ayat:
1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada
hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan
keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta
isteri.27
Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua ayat:
1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari
seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri
lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat
berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat28.
Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam tediri dari dua ayat:
1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat.
2. Suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita
jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila
salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta
bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya29.
26Inpres Nomor 1 tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
92,h.13.
27Inpres Nomor 1 tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
93,h.13.
28Inpres Nomor 1 tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
94,h.13.




Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua ayat:
1) apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan
yang hidup lebih lama.
2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau
suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang
hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama30.
Dan terakhir, Pasal 97 mengatur bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-
masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam
perjanjian perkawinan31”.
Dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa hukum
Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta
bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan
isteri dalam masalah harta bersama tersebut.
Selanjutnya Burgelijk Wetboek selanjutnya disingkat BW juga mengatur
masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119 BW menyatakan bahwa “Mulai
sejak terjadinya ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara
otomatis disatukan dengan yang dimiliki isteri”.
Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak
berakhir akibat perceraian atau kematian. Namun, kalau pasangan suami isteri
sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat
perjanjian di depan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang
30Inpres Nomor 1 tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
96,h.13.
31Inpres Nomor 1 tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
97,h.13.
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tercantum dalam Pasal 139-154 BW. Adapun berkaitan dengan pembagian harta
bersama, Pasal 128 BW menetapkan bahwa kekayaan-bersama mereka dibagi dua
antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari
pihak mana asal barang-barang itu.
D. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Harta Bersama
Dasar hukum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi
penerapan suatu tindakan/penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat
diketahui batasan, posisi dan sanksinya.Berikut ini akan diuraikan beberapa peraturan
perundang-undangan sebagai dasar hukum yang mengatur tentang harta bersama.
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Dalam KUHPerdata tentang harta bersama diatur dalam Buku I tentang orang
pada Bab VI tentang persatuan harta kekayaan menurut Undang-undang dan
pengurusannya yang terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu :
1. Tentang persatuan harta kekayaan menurut Undang-undang yang terurai dalam
5 Pasal (Pasal 119-Pasal 123),
2. Tentang pengurusan harta kekayaan persatuan (Pasal 124-Pasal125) dan
3. Tentang pembubaran persatuan dan tentang hak melepaskan diri dari itu.
Pengaturan dalam KUHPerdata tentang kekayaan dalam perkawinan menganut
sistem pencampuran harta kekayaan antara suami isteri secara bulat. Semua kekayaan
dari masing-masing suami dan isteri, baik yang mereka bawa pada permulaan
perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur
menjadi satu kekayaan selaku milik bersama dari suami isteri. Namun ada suatu
pengecualian dalam pencampuran kekayaan tersebut secara bulat, yaitu apabila suami
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atau isteri masing-masing mendapat suatu hibah atau wasiat dalam mana yang
menghibahkan menentukan barang yang dihibahkan itu tidak boleh dimasukkan
dalam pencampuran kekayaan antara suami dan isteri.
Kemudian tentang pembubaran persatuan dan tentang hak melepaskan diri dari
itu, pada Pasal 128 KUHPerdata diuraikan tentang besarnya bagian harta kesatuan
yang harus dibagi antara suami isteri maupun para ahli warisnya setelah bubarnya
persatuan harta perkawinan tersebut karena perceraian atau karena kematian yaitu
setelah bubarnya persatuan harta maka harta tersebut harus dibagi dua.
Kemudian barang-barang yang berupa pakaian, perhiasan, dan perlengkapan
lainnya yang merupakan mata pencarian masing-masing pihak begitu pula dengan
surat-surat berharga boleh diminta kembali oleh pemilik awalnya dengan syarat harus
membayar harga barang tersebut sesuai dengan nilai taksiran yang dilakukan oleh
para pihak ataupun oleh seorang yang ahli dalam hal itu, sebagaimana yang
disebutkan dalam Pasal 129 KUHPerdata.
2. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.
Undang-undang Perkawinan mengatur tentang harta benda perkawinan pada
Bab VII Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 sebagai harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan
isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,
adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan
lain.
Pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan :
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1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain32.
Pasal 36 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan :
1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan
kedua belah pihak.
2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya33.
Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan “Bila perkawinan putus
karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing34”.
Menurut hukum perundang-undangan di Indonesia, ketentuan harta bersama di
Indonesia yang diatur dalam Pasal 36 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan tersebut di atas dijelaskan bahwa harta bersama adalah “Harta
yang diperoleh selama suami dan isteri diikat dalam perkawinan. Suami dan isteri
dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta tersebut berdasarkan
persetujuan kedua belah pihak35”.
Terkait dengan status harta yang sudah dimiliki sebelum menikah, mahar,
warisan, hadiah dan hibah diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang No.1
Tahun 1974 dimana harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta
32Republik Indonesia,Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,bab VII, pasal
35,h.7.
33Republik Indonesia,Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,bab VII, pasal
36,h.8.
34Republik Indonesia,Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,bab VII, pasal
37,h.8.
35Republik Indonesia,Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , bab VII,
pasal 36,h.8
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benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 36
Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan
kelonggaran kepada suami/isteri untuk mengatur tentang harta bersama dalam
perkawinan. Pengaturan itu dikenal dengan Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam
Bab V Perjanjian Perkawinan Pasal 29 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh
Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas
hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali
bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak
merugikan pihak ketiga36.
Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami isteri tetap
terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami isteri memisahkan harta yang
didapat masing-masing selama perkawinan.
Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan
bahwa tak’ilik-talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian
perkawinan itu dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian
perkawinan itu harus dibuat secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang
disahkan Pencatat Perkawinan.
36Republik Indonesia,Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , bab V, pasal
29,h.6.
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Apabila telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka isinya
mengikat para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut
tersangkut. Perjanjian perkawinan itu dimulai berlaku sejak perkawinan berlangsung
dan tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat
tidakmerugikan pihak ketiga yang bersangkut.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974
mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya
untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dalam hal ini, isteri
ataupun suami mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum
terhadap harta pribadinya. Para pihak bebas menggunakan harta tersebut tanpa
campur tangan suami atau isteri untuk menjual, menghibahkan atau menjaminkan.
Tidak pula diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum
terhadap harta pribadi isteri begitupun sebaliknya.
Kemudian dalam Pasal selanjutnya, ketentuan Pasal 37 Undang-undang No.1
Tahun 1974 menyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama
diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini mengindikasikan penggunaan
aturan hukum yang berbeda-beda dalam penyelesaian sengketa harta bersama.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam
Ketentuan yang berkaitan dengan harta bersama terdapat dalam Bab XIII
tentang kekayaan dalam perkawinan pada Pasal 85-97. Dalam Pasal 86 Ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :“Pada dasarnya tidak ada percampuran
34
antara harta suami dan isteri karena perkawinan37”.
Sementara Pasal 86 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa : “harta
isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami
tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya38”.
Pasal 87 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa : “Harta bawaan
dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai
hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para
pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan39”.
Ketentuan ini memperkuat ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 bahwa keduanya memegang hak penuh terhadap harta bawaannya
masing-masing.
Sedangkan Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:
“Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhya untuk melakukan perbuatan hukum atas
harta masing- masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya”.
Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa : “Apabila terjadi
perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian
perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama40”.
Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “Suami bertanggung
37 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
86,h.12.
38Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
86,h.12.
39Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
87,h.12.
40Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
87,h.12.
35
jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri41”.Sementara
Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :“Isteri turut bertanggung
jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya42”.
Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari empat ayat :
1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda
berwujud atau tidak beruwujud;
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda
bergerak dan surat-surat berharga;
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban; dan
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak
atas persetujuan pihak lain43.
Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “Suami isteri tanpa
persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta
bersama44”.
Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 4 ayat :
1. Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada
hartanya masing-masing;
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan
keluarga, dibebankan kepada harta bersama;
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta
isteri.45
41 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
89,h.13.
42Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
90,h.13.
43Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
91,h.13.
44Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
92,h.13.
45Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
93,h.13.
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Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua ayat :
1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari
seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri
lebih dari seorang sebagaimana tersebut Ayat (1), dihitung pada saat
berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat46.
Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam tediri dari dua ayat :
1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat 2 huruf c Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2),suami atau isteri dapat
meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama
tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan
perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi,
mabuk, boros dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk
kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama47.
Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua ayat :
1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan
yang hidup lebih lama;
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau
suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang
hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama48.
Terakhir, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa:“Janda atau duda
cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan49”.
Dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam diatas dapat dipahami bahwa hukum
46Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
94,h.13.
47 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
95,h.13.
48Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
96,h.13.
49Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
97,h.13.
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Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta
bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan
isteri dalam masalah harta bersama tersebut. Untuk menentukan ruang lingkup harta
bersama harus dipedomani ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut diatur:
1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta bawaan yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain50.
Untuk mempertegas maksud dari Pasal 35 (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, akan dikemukakan uraian dari M.Yahya
Harahap, sebagai berikut :
a. Harta yang dibeli selama perkawinan.Tidak dipersoalkan siapa yang membeli,
apakah suami atau isteri. Tidak dipersoalkan pula atas nama siapa harta itu
terdaftar. Pokoknya semua harta yang dibeli dalam suatu perkawinan yang sah,
adalah termasuk kategori hartabersama.Hal ini didasarkan kepada yurisprudensi
mahkama agung RI Nomor:803/Sip/1970, tanggal 5 mei1971.
b. Harta yang dibeli sesudah perceraian terjadi yang dibiayai dari harta bersama.
Misalnya selama masa perkawinan suami isteri itu mempunyai uang tabungan
di bank, kemudian terjadi perceraian sedangkan uang tabungan yang berasal
dari usaha bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan itu masih dalam
penguasaan suami, dan belum dilakukan pembagian diantara mereka. Dalam hal
ini hukum tetap dapat menjangkau harta bersama,sekalipun harta itu telah
berubah bentuk dan sifatnya menjadi barang/objek lain.Sekiranya hukum tidak
dapat menjangkau hal seperti itu, akan banyak terjadi manipulasi harta bersama
setelah terjadinya perceraian.
c. Harta yang diperoleh selama perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama
masa perkawinan dihitung sebagai harta bersama, tetapi itu harus dibuktikan.
d. Segala penghasilan yang didapat dari harta bersama dan harta bawaan masing-
masing.
50Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , bab VII,
pasal 35,h.7.
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e. Segala penghasilan suami isteri selama dalam perkawinan51.
Selanjutnya menurut Anshary MK, ruang lingkup harta bersama meliputi :
“Harta kekayaan dalam bentuk benda berwujud dan tidak berwujud, aktiva dan
pasiva yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah. Terhadap
semua bentuk dan jenis harta bersama tersebut apabila dilakukan transaksi harus
ada persetujuan bersama suami isteri”52.
Menurut H.A.Mukti Arto, ruang lingkup harta bersama adalah sebagai berikut:
a. Harta yang dibeli selama perkawinan.
b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta
bersama
c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, kecuali yang berupa
harta pribadi suami atau isteri
d. Penghasilan yang diperoleh dari harta bersama dan harta bawaan/pribadi suami
isteri
e. Segala penghasilan pribadi suami.
f. Segala penghasilan pribadi isteri dan
g. Segala penghasilan harta bersama suami isteri.
Semua harta tersebut merupakan harta bersama suami isteri, kecuali dibuktikan
sebaliknya. Taspen dan asuransinya termasuk harta bersama. Dengan merujuk pada
ketentuan yang berlaku, maka segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan
perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun pada penerapannya,
tidak demikian sederhana. Berbagai unsur terkait yang menyebabkan menjadi rumit.
Hal inilah dibutuhkan analisa dan keterampilan yang memadai pada proses
penyelesaiannya53.
Dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dibatasi oleh kemungkinan adanya
51Anshary M.K.,Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010),h.134.
52Anshary M.K.,Hukum Perkawinan di Indonesia,h.134.
53Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
1996),h.241.
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harta milik masing-masing. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Adanya
harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik
masing-masing suami atau isteri54.”
Secara lebih luas, Pasal 91 KHI menegaskan ruang lingkup harta bersama
meliputi :
1. Harta bersama sebagai wujud dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda
berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda
bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.55
Menurut Sayuti Thalib  :
“Pada dasarnya harta suami dan harta isteri terpisah, baik harta bawaannya
masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas
usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang
mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam
hubungan perkawinan56”.
Selanjutnya Ny.Soemiyati, berpendapat jika dilihat dari asalnya harta kekayaan
dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan :
a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimiliknya sebelum kawin baik
diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut
sebagai harta bawaan.
b. Harta masing-masing suami isteri yang diperolehnya selama berada dalam
hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-
sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperolehnya karena hibah, warisan
ataupun wasiat untuk masing-masing.
c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas
usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta
54 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
85,h.12.
55Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
85,h.12.
56Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia,(Jakarta : Universitas Indonesia, 2007),h.83.
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pencaharian57.
E. Kewenangan Suami Isteri atas Harta Bersama
Kewenangan suami isteri atas harta bersama diatur di dalam Pasal 92 Kompilasi
Hukum Islam yang berbunyi “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak
diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama58.”
Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Mengenai harta bersama suami atau
isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak59.”
Pada Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 36 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas menunjukkan bahwa suami
memerlukan persetujuan isteri dan sebaliknya isteri memerlukan persetujuan suami
jika salah satu dari suami isteri melakukan pengalihan harta bersama, seperti dengan
menjual, menggadai, menghipotikkan, menghibahkan, dan tindakan hukum lainnya.
Hal ini berarti suami atau isteri berwenang melakukan tindakan hukum atas
harta bersama sepanjang ada persetujuan dari kedua belah pihak. Mengenai
persetujuan kedua belah pihak sebagaimana yang termuat dalam Pasal 36 Ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
J. Satrio, menyatakan secara gramatikal dapat artikan bahwa suami ataupun
57Ny Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang
Perkawinan, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2007),h.99.
58 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XIII, pasal
92,h.13.
59 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , bab VII,
pasal 36,h.8.
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isteri : a. Harus bertindak bersama-sama. b.Suami memberikan kuasa/persetujuannya
kepada isteri dan sebaliknya. Secara teori pemberlakuan prinsip tersebut kaku dan
dapat menimbulkan keruwetan dan kesulitan baik bagi suami maupun isteri dalam
bertindak terhadap harta bersama, terutama menyangkut kebutuhan hidup sehari-
hari60.
Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
menegaskan bahwa “Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga
sehari-hari dengan sebaik-baiknya.61”
Adanya kewenangan isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah
tangga sehari-hari tersebut, memberikan konsekuensi terhadap penggunaan harta
bersama. Seorang isteri yang akan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
tidak mungkin menunggu suami pulang dari kantor lalu meminta persetujuannya
untuk berbelanja keperluan harian.
Dalam hal seperti ini, hukum mengenal adanya teori fictie yakni seorang suami
dianggap telah memberikan persetujuanya kepada isteri dan sebaliknya isteri
memberikan persetujuan kepada suami dalam melakukan tindakan hukum terhadap
harta bersama menyangkut kepengurusan rumah tangga sehari-hari berdasarkan
kewenangannya masing-masing.
Kemudian, jika terjadi perceraian, harta bersama harus dibagi dua antara suami
dan isteri, walaupun sepanjang perkawinan penghasilan lebih banyak dihasilkan dari
60Satrio. J, Hukum Harta Perkawinan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991),h.205.
61 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab XII, pasal
83,h.12.
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jerih payah suami atau isteri.
Hal serupa juga dinyatakan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “janda atau
duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan62”. Sebaliknya, kewenangan dari suami
isteri terhadap harta bersama itu dapat dibatasi seperti larangan untuk menjual atau
tindakan hukum lainnya jika merugikan dan membahayakan kepentingan masing-
masing pihak maupun terhadap harta bersama itu sendiri.
Pembatasan kewenangan suami atau isteri terhadap pengelolaan dan pengurusan
harta bersama dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada
Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan. Permohonan sita jaminan (sita
konsenvatoir) itu dapat dilakukan dengan berdiri sendiri tanpa didahului dengan
permohonan cerai talak atau gugatan cerai. Apabila permohonan tersebut dikabulkan,
maka suami atau isteri dapat menjual harta bersama untuk keperluan tertentu setelah
mendapat ijin Pengadilan Agama yang berwenang.





A. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Data merupakan sekumpulan  hasil pengamatan atau pengukuran yang
diperoleh dari sampel. Dalam penelitian ini nantinya maka data yang dugunakan ada
dua  sebagaimana yang dikemukakan oleh Arif Tiro yaitu:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari
responden di lapangan.1
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelaahan literatur-literatur,
peraturan perUndang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan
langsung dengan masalah yang akan dibahas.
c. Lokasi penelitian;
Pengadilan Agama Sungguminasa
1 Arif Tiro, Dasar-Dasar Statistic Edisi Revisi (Cet I; UNM Makassar, 1999), h.110.
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Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data atau sumber data dari Kantor
Pengadilan Agama Sungguminasa. Sumber data lainnya dari beberapa buku dan
literatur yang ada.
1.Metode Pendekatan
a. Pendekatan yuridis, yaitu penulis berpedoman pada dalil-dalil nash al-qur’an
dan hadist Nabi saw UU No 1 Tahun 1974 dan KHI. Terutama mengenai
perkawinan & dan harta benda perkawinan, dengan jalan mencari penjelasan
dari peraturan yang berlaku guna mendukung legalitas dari persoalan yang
dibahas.
b. Pendekatan sosiologis, yaitu dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana
menurut hukum yang disebabkan pengalihan harta dari harta bawaan menjadi
harta bersama di tengah-tengah kehidupan masyarakat dilihat dari sudut struktur
sosialnya.
c. Pendekatan syar’i, yaitu membahas masalah dengan memperhatikan ketentuan
atau aturan yang ditetapkan dalam syari’at Islam, yaitu penulis berpedoman
pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).
1. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti
untuk mengumpulkan data.2 Untuk memperoleh informasi dan data sebagai bahan
penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut
:
2 Suharsini Arikunto, Manajemen Pendidikan (Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 134.
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a. Penelitian Kepustakaan (Library Research),adalah suatu metode pengumpulan
data yang dilakukan dengan cara mengakaji beberapa teori yang telah di
kemukakan oleh para ahli yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti
oleh penulis dan kemudian membandingkan serta menganalisis untuk
memecahkan masalah yang diangkat.
b. Penelitian Lapangan (Field Research), adalah metode pengumpulan data yang
dilakukan pada lokasi (objek penelitian) secara langsung. Riset Lapangan
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Wawancara, adalah metode untuk mendapatkan data dengan cara
melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang
bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang
analisis dalam penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui informasi
secara langsung dan mendalam terhadap obyek yang diteliti. Wawancara
yang dilaksanakan adalah dengan mereka yang dipandang dapat
memberikan data-data yang dibutuhkan.
Sutrisno Hadi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wawancara adalah
proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang
atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai
informasi-informasi atau keterangan-keterangan.3
Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa wawancara itu lebih ditekankan
dalam bentuk komunikasi secara langsung (tatap muka), meskipun wawancara itu
3 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Jakarta: Universitas Gajah mada, 1986), h. 45.
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bisa dilakukan tanpa tatap muka. Dalam hal ini penulis memberikan pertanyaan-
pertanyaan kepada responden dengan cara terstruktur dan non struktur.4
b. Observasi (pengamatan), adalah teknik pengumpulan data dengan cara
melakukan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti guna
memberikan gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti.
Observasi ini dilakukan pada beberapa kasus yang sesuai dengan penulis teliti
di Pengadilan Agama Sungguminasa Kab.Gowa
c. Objek dan Tempat Penelitian
Objek dari penelitian ini adalah Pengalihan harta bawaan menjadi harta
bersama,(orang yang berperkara,suami/isteri). Adapun tempat penelitian
dilaksanakan pada Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa
2. Metode Pengolahan dan Analisis Data
1. Pengolahan Data
Dalam pengolahan data penelitian ini ada dua langkah yang harus dilakukan,
yaitu:
a. Editing
Merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman atau catatan data yang
telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Kegiatan pemeriksaan rekaman atau
catatan merupakan kegiatan penting dalam pengolahan data.
b. Verifikasi
4 Sutrisno Hadi, Metodologi Research,h. 231.
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Merupakan peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan
sebelumnya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercarya.5 Tahap ini
merupakan tahap yang dilalui dalam proses penelitian sebelum proses analisis
dijalankan.
2. Analisis Data
Analisis data dilakukan terhadap data yang diperoleh untuk membuktikan
kebenaran data. Pengalaman empiris yang dimiliki seseorang tanpa mengurangi
keobyektifan dan kebenaran data yang diungkapkan. Data yang telah dikumpulkan
dianalisis dengan teknik analisis deduktif, yaitu data yang ditemukan di lapangan
dianalisis dari data yang bersifat umum diuraikan dan diperoleh pengertian yang
bersifat khusus.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, merujuk pada buku
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi (Edisi
Revisi, 2009) yang diterbitkan UIN Alauddin Makassar,6 tanpa mengabaikan
beberapa literature dan buku-buku metodologi lainnya. Kemudian dari sini penulis
memilih beberapa metode yang relevan, yakni metode penentuan lokasi dan jenis
penelitian, pendekatan penelitian, instrumen penelitian, teknik pengolahan dan
analisis data. Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan mengecek secara
5 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi (Ed.1; Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2005), h.137 - 183.
6A. Qadir Gassing HT dan Wahyuddin Halim dalam Tim Penulis Karya Ilmiah UIN
Aluddin, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Edisi Revisi
III (Makassar: UIN Alauddin, 2009), h.10-22.
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berulang dan mencocokkan serta membandingkan data dari berbagai sumber, baik
observasi, wawancara, maupun dokumentasi.
Analisis data adalah pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola,
kategori, dan uraian sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis
yang disarankan oleh data tersebut.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II
1.Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II
a.Pengadilan Agama Pada Masa Kesultanan
Pertumbuhan dan perkembangan pada masa kesultanan Islam bercorak
majemuk.Kemajemukan amat tergantung kepada proses islamisasi yang dilakukan
oleh pejabat agama dan ulama-ulama dari kalangan pesantren, dan bentuk
integrasi antara hukum Islam dengan kaedah lokal yang hidup dan berkembang
sebelumnya.Kemajemukan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya, yang
berada dalam lingkungan kesultanan masing-masing.
Pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram (1631-1645), peradilan
perdata menjadi peradilan serambi, yang dilaksanakan di serambi masjid
pemimpin pengadilan, meskipun prinsipnya masih tetap di tangan sultan, telah
beralih ditangan penghulu yang didampingi beberapa ulama dari lingkungan
pesantren sebagai penasehat dari sultan dalam mengambil keputusan. Dan sultan
tidak pernah mengambil keputusan yang bertentangan dengan nasehat pengadilan
serambi. Menurut Snouck Hugronje (1973) pengadilan tersebut berwenang
menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang berhubungan dengan hukum,
yaitu perkawinan dan kewarisan.1
b. Peradilan Agama Pada Masa Penjajahan
1Cik Hasan Bisri, Pengadilan Agama di Indonesia, Edisi 1 (Cet.II; Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1996), h. 106-107.
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Menurut Sopomo (1970: 20) pada masa penjajahan Belanda terdapat 5 buah
tata peradilan, yaitu:
a. Peradilan gubernemen tersebar di seluruh daerah “Hindia Belanda”.
b. Peradilan pribumi,tersebar diluar Jawa dan Madura yaitu di kresidenan
Aceh,Tapanuli Sumatra Barat,Jambi,Palembang,Bengkulu,Riau, Kalimantan
Barat,Kalimantan Selatan dan Timur, Manado dan Sulawesi, maluku dan di
pulau Lombok serta Kresidenan Bali dan Lombok.
c. Peradilan Swapraja,tersebar hampir di seluruh swapraja,kecuali di
Pakulaman dan Pontianak.
d. Peradilan agama tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan peradilan
gubernemen, di daerah-daerah dan menjadi bagian dari peradilan pribumi,
atau di daerah-daerah suapraja dan menjadi bagian dari peradilan pribumi
dan peradilan swapraja.
Hal itu menunjukan bahwa sebaran dan intensitas penjajahan Belanda di
berbagai kepulauan nusantara berbeda-beda. Oleh karena itu, tingkat campur
tangan pemerintah kolonial terhadap Peradilan Agama di Indonesi dilakukan
dalam masa intensitas yang berbeda pula. bahkan atas usul L.W.C Van Den Berg
(1845-1927) berdasarkan teori reception in complex, yaitu suatu paham yang
mengatakan bahwa hukum bagi orang Indonesia mengikuti agamanya. Pada
ahirnya pemerintah kolonial memberikan aturan secara formal dalam perundang-
undangan yang lebih konkrit atau pelaksanaan hukum Islam. Hal ini diwujudkan
dalam stbl. 1882 No.52 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan
Madura dengan nama priesterrade (pengadilan Pendeto). Sedangkan untuk daerah
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luar Jawa dan Madura masih diserahkan pada peraturan-peraturan adat maupun
swapraja. Hal ini karena Jawa dan Madura di anggap sebagai pilot untuk
menguasai wilayah Indonesia seluruhnya.2 Campur tangan pemerintah kolonial
atas soal peradilan agama (pelaksanaan hukum perdata Islam) baru dimulai pada
tahun 1820 M. sebagai mana tertuang dalam stbl. 1820 No. 24 pasal 13 yang
diperjelas oleh stbl. 1853. No. 158.
Wewenang pengadilan agama itu tidak ditentukan secara jelas dalam
keputusan Raja Belanda No.24 yang menjadi dasar eksistensinya yang
diumumkan melalui staatblaad 1882 No. 152. Oleh karenanya pengadilan itu
sendiri yang menentukan perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan,
segala jenis perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya anak, perwalian, kewarisan,
sadaqah, baitul mal dan wakaf. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan
bahwa yang menjadi wewenang pengadilan agama pada waktu itu adalah hal-hal
yang berhubungan hukum perkawinan dan hukum kewarisan.3
Apabila terjadi sengketa antara orang-orang jawa satu sama lain mengenai
soal-soal perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis, yang
harus diputus menurut hukum Islam, maka para “pendeta” memberi putusan,
tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan para
“pendeta” itu harus diajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa.
c.Pengadilan Agama pada Masa Kemerdekaan
Atas kemerdekaan yang telah dapat diraih oleh Bangsa Indonesia,
pemerintah Republik Indonesia mulai mengadakan perubahan disegala bidang
2Jurnal dua Bulanan, Mimbar Hukum No. 53 Tahun 2003, h. 19.
3Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, EdisiI (Cet. II; Jakrta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2002), h. 198.
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termasuk dibidang peradilan agama. Dimana, setelah pemerintah Indonesia
mendirikan Departemen Agama berdasarkan penetapannya tanggal 3 Januari 1946
No. 1 sampai dengan urusan agama yang semula berada di bawah Departemen
Kehakiman, berdasarkan penetapan tanggal 25 Maret  1946 dipindahkan kepada
Departemen Agama.
Selanjutnya, dalam rangka usaha kearah kesatuan dalam bidang peradilan
secara menyeluruh, maka Pemerintahan Republik Indonesia telah mengeluarkan
Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk
menyelenggarakan kesatuan  susunan kekuasaan dan acara pada pengadilan sipil.
Berdasarkan Undang-Undang ini, pengadilan adat dan swapraja dihapuskan.
Akibatnya, peradilan-peradilan di luar Jawa dan Madura serta sebagian daerah
Kalimantan Selatan, merasa kurang mempunyai landasan hukum yang kuat. Oleh
karena itu, jalan keluarnya berdasarkan pasal 2 dan 4 Undang-Undang tersebut,
bagi pengadilan agama yang berada dalam lingkungan peradilan adat dan
swapraja, jika ia merupakan bagian tersendiri dari badan peradilan tersebut (adat
dan swapraja) tidak larut terhapus dan sebagai kelanjutannya akan diatur oleh
peraturan pemerintah.
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 ini,
keberadaan peradilan agama semakin kokoh sebagai salah satu lembaga
pelaksanaan kehakiman di Negara Republik Indonesia. Bahkan sesuai ketentuan
pasal 10 ayat (1), kedudukannya disetarakan, disejajarkan dengan peradilan-
peradilan lainnya, seperti peradilan umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara.
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Pada akhirnya sebagai puncak dari kekokohan dan kemampuan badan
peradilan agama sebagai peradilan negara di bumi tercinta ini,adalah disahkan dan
diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pada tanggal 27 Desember
1989 tentang susunan Kekuasaan dan Acara Peradilan Agama.
Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang ini terpenuhilah
sudah kehendak pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, tentang
kesetaraf-sejajaranya dengan Pengadilan Negeri Lainnya, karena Pengadilan
Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebelum dijalankan
oleh para pihak para pencari keadilan.4
Berbicara tentang Sejarah Pengadilan Agama Kelas II Sungguminasa pada
dasarnya adalah membicarakan prospek keberadaan  Pengadilan Agama pada dua
masa yaitu:
a.Sebelum Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1957
Adanya Pengadialan Agama bukan dimulai sejak adanya PP No. 45 Tahun
1957 akan tetapi sejak zaman dahulu, zaman kerajaan, zaman Belanda sudah ada,
akan tetapi waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu kala, raja
merangkap jabatan hakim, akan tetapi setelah masuknya Islam, maka rajalah yang
mengatakan Qadhi.
Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah dan yang kemudian terbentuk pada
tahun 1960 dengan ketentuan yang pertama KH. Chalid Huzain, wilayah
yuridisnya ketika itu termasuk Maros, Takalar, Gowa, berhubung di daerah itu
belum terbentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah.
4Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, EdisiI, h. 22-24.
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Sebelum terbentuknya Mahkamah Syari’ah, maka dahulu yang mengerjakan
pekerjaannya adalah qadhi, qadhi itu berkantor di rumahnya. Masa itu ada dua
kerajaan disekitar Makassar yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo. Dahulu,
qadhi itu di beri gelar Daengta Syek, kemudian gelar itu berubah menjadi Daengta
Kalla.
Pada masa qadhi, jika ia memutuskan perkara cakkara, maka majelisnya
mendapat bagian seperdelapan (1/8) kemudian bagian tersebut dibagi dua lagi,
sebagai untuk qadhi dan sebagian lagi untuk anggota termasuk kepala kampung
yang turut hadir.
Qadhi pada zaman kerajaan adalah anggota adat yang mendampingi raja
apabila perkara telah diputuskan oleh qadhi, maka langsung ia mengadakan
eksekusi, maksudnya ia tidak meminta kepada pihak lain untuk eksekusi.
Ketidakpuasan terhadap keputusan qadhi sering juga terjadi dan biasanya
mereka melapor pada raja yang biasanya memerintahkan untuk diperiksa kembali.
Hal ini seolah-olah adalah upaya banding pekerja qadhi terdahulu. Pengangkatan
qadhi kadang-kadang didasarkan pada keturunan dan kadang-kadang juga tidak
berdasarkan keturunan. Keputusan-keputusan qadhi itu biasanya tidak tertulis.
Pembantu qadhi tidak ditentukan siapa yang bertindak sebagai penulis (panitera)
tetapi biasanya juga diangkat khatib (juru sita). Dan qadhi pada masa itu tidak
mengenal penulis, ia bertugas sampai ia meninggalkan dunia.5
b.Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957
5Tim Penyusun, Sejarah Pengadialn Agama II Makassar (Sekertariat Pengadilan Agama
Kelas I Makassar, h. 6-7.
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Setelah keluarnya PP No. 45 Tahun 1957 maka pada tahun 1960
terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan
Agama Mahkamah Syari’ah”.6
Sejarah dengan perkembangan ketataprajaan di daerah Sulawesi Selatan dan
Maluku, maka kelancaran jalannya tugas dan pekerjaan Departemen Agama
dalam hal ini Direktorat Peradilan Agama di pusat  (Jakarta) untuk menambah
pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syari’ah di daerah Sulawesi Selatan
dan Maluku.
Pada tanggal 19 November 1966 terbitlah surat Direktorat Pengadilan
Agama tentang persetujuan penambahan pembentukan Pengadilan Agama
Mahkamah Syari’ah di daerah Sulawesi Selatan dan Maluku, dan persetujuan
tersebut dikuatkan dengan lahirnya keputusan Menteri Agama No. 87 Tahun 1966
yang berisi penetapan pembentukan kantor-kantor Pengadilan Agama di 15
daerah tingkat II, salah satu diantaranya ialah daerah Gowa/Sungguminasa.
Pengadilan Agama Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten
Gowa,provinsi Sulawesi Selatan, namun sebelumnya Pengadilan Agama
Sungguminasa pernah berkantor di jalan Syamsuddin Tunru No. 109
Sungguminasa. Hingga saat ini Pengadilan Agama tersebut telah dipimpin oleh:
1) K. H. Muh. Saleh Thaha (1966-1976)
2) K. H. Drs. Muh. Ya’la Thahir (1976-1982)
3) K. H. Muh. Syahid (1982- 1984)
4) Drs. Andi Syamsul Ala, S. H. (1984-1992)
.
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5) Drs. Andi Syaiful Islam Thahir (1992-1995)
6) Drs. Muh. As’ad Sanusi, S. H. (1995-1998)
7) Dra. Hj. Rahmah Umar (1998-2003)
8) Drs. Anwar Rahman (2003-2004)
9) Drs. Khaeril R, M. H. (2004-2007)
10) Drs. H. M. Alwi Thaha, S. H., M. H. (2007-2011).
11) Drs. H. Hasanuddin, M.H.(2011-Sekarang)
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II
Demi terlaksananya tugas dan fungsi suatu organisasi atau lembaga, baik
lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan diperlukan adanya komposisi
atau struktur organisasi yang jelas. Dengan demikian seorang dapat mengetahui
tugas dan kedudukannya dalam lembaga tersebut, hal ini akan memperlancar
pelaksanaan seluruh tugas lembaga untuk mencapai suatu tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Demikian pula di Pengadilan Agama, sebagai salah satu
yang bertugas untuk melaksanakan, menerima, memeriksa dan memutuskan
perkara pada tingkat pertama, yang menjadi kompetensinya, baik kompetensi
absolut maupun kompetensi relatif memiliki struktur organisasi dan tata kerja
yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
terutama Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk
lebih jelasnya penulis akan menguraikan tentang susunan dan jabatan dalam
pengadilan agama yang terdiri dari pimpinan, hakim, anggota, panitera, sekretaris,
dan juru sita, masing-masing sebagai berikut:
1. Pimpinan
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a. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua, dan
untuk dapat diangkat menjadi ketua dan wakil ketua pengadilan
agama,hakim harus berpengalaman paling singkat 7 tahun sebagai hakim
pengadilan agama.
b. Ketua dan wakil ketua pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh
Ketua Mahkamah Agung.
c. Sebelum memangku jabatan ketua dan wakil ketua wajib mengucapkan
sumpah menurut Agama Islam.
d. Ketua dan wakil ketua diberhentikan dengan hormat dari jabatannya
karena:7
a) Atas permintaan sendiri secara tertulis
b) Sakit jasmani dan rohani secara terus menerus
c) Telah berumur 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan
Agama, dan 67 tahun bagi ketua, wakil ketua,dan hakim Pengadilan
Tinggi Agama; atau
d) Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
e. Ketua dan wakil ketua diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya
dengan alasan8:
a) Dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.
b) Melakukan perbuatan tercela.
7Undang-Undang Peradilan Agama, UU No. 50 Tahun 2009 (Jakarta: Harvarindo, 2010), h.
10.
8Undang-Undang Peradilan Agama, UU No. 50 Tahun 2009 (Jakarta: Harvarindo, 2010),
h. 7.
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c) Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-
menerus selama 3 bulan.
d) Melanggar sumpah atau janji jabatan.
e) Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan/atau
f) Melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim
2. Hakim
a. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman
b. Syarat dan tatacara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas
hakim ditetapkan dalam Undang-Undang.
c. Untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan agama seorang calon
harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:
a) Warga Negara Indonesia.
b) Beragama Islam.
c) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Setia dan taat kepada pancasila
dan UUD 1945.
d) Sarjana Syari’ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang
menguasai hukum Islam.
e) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik tidak tercela.
f) Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun, dan
g) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.
3. Panitera
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a) Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh
seorang panitera.
b) Dalam melaksanakan tugasnya, panitera pengadilan Agama dibantu oleh
wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengamat dan
beberapa orang juru sita.
c) Untuk diangkat menjadi panitera pengadilan Agama, seorang calon harus
memenuhi syarat-syarat sebagia berikut:
a) Warga Negara Indonesia.
b) Beragama Islam.
c) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha EsaSetia dan taat kepada pancasila
dan UUD 1945.
d) Berijazah Sarjana syari’ah atau sarjana hukum Islam, atau sarjana
hukum yang menguasai hukum Islam.
e) Berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai wakil panitera,5 tahun
sebagai panitera muda Pengadilan Agama, atau menjabat wakil panitera
Pengadilan Tinggi Agama, dan
f) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalakan tugas dan
kewajiban.
d) Untuk diangkat menjadi wakil panitera pengadilan Agama, seorang calon
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf  a, huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, dan huruf g, kecuali huruf f.
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b. berpengalaman paling singkat 2 tahun sebagai wakil panitera Pengadilan
Tinggi Agama, 5 tahun sebagai panitera muda Pengadilan Tinggi
Agama, atau menjabat sebagai panitera Pengadilan Agama.
e) Panitera muda dan panitera pengganti pengadilan Agama diangkat dan
diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Agama.
f) Sebelum memangku jabatannya, panitera, wakil panitera, panitera muda,
dan panitera pengamat diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh ketua
pengadilan Agama yang bersangkutan.
4. Juru Sita
a. Pada setiap pengadilan Agama ditetapkan adanya juru sita dan juru sita
pengganti
b. Untuk dapat diangkat menjadi juru sita seorang calon harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
a) Warga Negara Indonesia
b) Beragama Islam
c) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha EsaSetia dan taat kepada pancasila
dan UUD 1945
d) Berijazah pendidikan menengah
e) Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai juru sita pengganti.
c. Untuk diangkat menjadi juru sita pengganti seorang calon harus memenuhi
syarat-syarat seperti syarat yang dibutuhkan bagi juru sita tersebut di atas
d. Juru sita diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama
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e. Juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan
Agama
f. Sebelum memangku jabatannya, juru sita dan juru sita pengganti diambil
sumpah menurut Agama Islam oleh Ketua Pengadilan Agama.
5. Sekretaris
a. Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh
seorang sekretaris dan dibantu oleh wakil sekretaris
b. Panitera merangkap pengganti sekretaris pengadilan
c. Untuk diangkat menjadi sekretaris wakil sekretaris pengadilan Agama,
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a) Warga Negara Indonesia
b) Beragama Islam
c) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Setia dan taat kepada pancasila
dan UUD 1945
d) Berijazah sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam, sarjana hukum yang
menguasai hukum islam, atau sarjana administrasi
e) Berpengalaman paling singkat 2 tahun bidang administrasi peradilan,
dan
f) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan
kwajiban.
d. Sebelum memangku jabatannya, wakil sekretaris diambil sumpahnya
menurut Agama Islam oleh Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
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Setiap pengadilan memiliki struktur organisasi yang bertujuan untuk
menjalankan fungsi dan peranan pengadilan seperti halnya Pengadilan Agama
Sungguminasa. Pengadilan Agama Sungguminasa adalah suatu lembaga peradilan
yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki hukum yang pasti dan struktur
organisasi yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
Untuk lebih jelasnya maka penulis melampirkan struktur organisasi
Pengadilan Agama Sungguminasa.
Ketua : Drs. H. Hasanuddin M.H.
Wakil Ketua : Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.
Hakim :
 Dra. Salmah ZR
 Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.
 St. Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.
 Muhamad Anwar Umar, S.Ag.
 Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.
 Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.
 Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI., M.H.
Panitera/Sekretaris : Hasbi, S.H.
Wakil Panitera : Tadjuddin Maslan, S.H.
Wakil Sekretaris : Dr. Yusran, S.Ag., S.H., M.H.
Panitera Muda Gugatan : Dra. Nadirah
Panitera Muda Permohonan : Dra. Hj. Fitriani
Panitera Muda Hukum : H. Kafrawi, BA
Panitera Pengganti :
 M. Sidik Tawakkal, S.H.
 Drs. M. Noor AR
 Dra. Hj. Musafirah, M.H.
 Dra. I. Damri
 Darmawati, S.Ag.
 Rahmatiah, S.H.
 A. M. Zulkarnain Chalid, S.H.
 Drs. H. S. Ahmad Abbas
 Drs. H. Misi, S.Ag.
 Aisyah Thalib, S.Ag.
 Hj. St. Suhrah, BA
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 Hasbiyah, S.H.
 Nur Intang, S.Ag.
 Mukarramah Saleh, S.H.
 Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.
 Dra. Jasrawati
 Ibrahim, S.H.




 Hj. Marianti, S.HI.
 Sirajuddin
 Purnama Santi
 Verry Setya Widyatama
 Muh. Luthfi Usman
Kaur Umum : Erni, S.H.
Kaur Kuangan : Taufiq Hasyim, S.Ag.
Kaur Kepegawaian : Bulgis Yusuf, S.HI., M.H.
Staf :
 Muh. Rusydi As'ad, S.H.
 Andi Suryani Mattupuang, S.Kom.
 Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E.
 Ridwan, S.H.
 Irwan Syarif, S.Ag., S.H., M.H.9
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3.Yuridiksi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II
Setiap pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau
dikatakan mempunyai “yuridiksi relatif” tertentu dalam hal ini meliputi suatu kota
Madya atau suatu Kabupaten. Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting
sehubungan dengan ke pengadilan Agama mana akan mengajukan perkaranya dan
sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.10
Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum Daerah TK
II Gowa,dengan letak georafis 12’ 38.16’ Bujur timur dari Jakarta dan 5 33.6’
Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkang letak wilayah adminitrasinya antara
12’ 33.19’ hingga 13’15’17’ Bujur Timur dan 5’5’ hingga 5’34.7’ Lintang selatan
dari Jakarta.
Kabupaten Gowa berbatasan dengan :
 Sebelum Utara Kabupaten Maros
 Sebelah Timur Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng
 Sebelah Selatan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar
 Sebelah Barat Kotamadya Makassar
Bahasa yang dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari ialah bahasa daerah
Bugis Makassar, di samping bahasa Indonesia bagi mereka yang tinggal di
ibukota Kabupaten. Wilayah adminitrsinya Kabupaten Gowa pada tahun 2006
terdiri dari 18 Kecamatan Dan 167 Desa/Kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33
kilometer persegiatau sama dengan 3.01 % dari luas wilayah Prop.Sulawesi
Selatan. Wilayah Kab.Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu
10Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Edisi III (Cet. X; Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2003), h. 26.
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72,26%. Ada 9 wilayah Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu
Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo pao, Parigi, Bungaya,
Bontolempangan, dan Biring bulu. Dari total luas Kab.Gowa 35.30 %mempunyai
kemiringan tanah diatas 40’,yaitu Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong,
Bungaya, dan Tompo Bulu.
Kab.Gowa dilalui banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai.
Sungai yang luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai Jeneberang yaitu 881
Km2 dengan panjang90 Km.dengan luas daerah aliran yang cukup besar yaitu ada
15 sungai.
Berikut daftar Kecamatan, Kelurahan, dan Desa pada wilayah hukum
Pengadilan Agama Sungguminasa11 :































































































































































































Sumber data : http//:www.pengadilanagamasungguminasa.go.id
70
B.Proses Penyelesaian Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam
Perkara Putusan No.267/Pdt.G/2007/Pa.Sungguminasa.
Sebelum membahas mengenai putusan dalam pembagian hartabersama
maka perlu diketahui terlebih dahulu tujuan dari hukum itu sendiri. Adapun tujuan
hukum  adalah sebagai berikut :
a. Keadilan yaitu bahwa harus mewujudkan keadilan pada setiap warga
masyarakat.Kemanfaatan yaitu bahwa hukum harus memberikan
kemanfaatan dan kebahagiaan bagi setiap warga masyarakat.
b. Kepastian hukum yaitu bahwa hukum itu harus menjamin terwujudnya
kepastian hukum pada setiap masyarakat12.
Eksistensi harta bersama merupakan accessoir bagi suatu perkawinan yang
sah.Ini berarti bahwa tidak mungkin ada harta bersama tanpa didasari pada
perkawinan yang sah,walaupun belum tentu setiap perkawinan yang sah akan
mewujudkan harta bersama.
Apabila sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan suami isteri
membuat perjanjian perkawinan, maka harta bawaan serta harta yang didapatkan
dalam perkawinan akan menyatu menjadi harta bersama, tetapi apabila suami
isteri tidak membuat perjanjian perkawinan, maka harta bawaan suami isteri tetap
di bawah penguasaan masing-masing pihak. Tidak menutup kemungkinan harta
bawaan masing-masing pihak dapat diwariskan tentunya dengan menunggu
kematian salah satu pihak baik suami maupun isteri.
Permasalahan mengenai harta bersama muncul sejak terjadinya perceraian
antara suami isteri. Apabila hubungan perkawinan putus,Kompilasi Hukum Islam
menentukan bahwa harta bersama harus “dibagi dua” antara suami isteri, sebagai
mana terdapat dalam Kompilasi HukumIslam Pasal 97 menetapkan “Janda atau
12Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: Kencana,2002),h.72.
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duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dariharta bersama sepanjang
tidak ditentukan lain dalam perjanjianperkawinan.
Hasil putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : 267/Pdt.G/
2007/PA.Sgm. Seperti yang telah diuraikan dalam Amar Putusannya terdapat
harta bersama. Mengenai akibat hukum dari perceraian terhadap harta bersama
yaitu bahwa setelah adanya perkawinan maka harta kekayaan yang diperoleh baik
dari pihak suami atau isteri menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain
dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak½
(seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta
bersama maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian
masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut
½(seperdua) bagian untuk penggugat, dan ½(seperdua) bagian untuk tergugat.
Menurut M.Basir selaku Ketua Majelis Hakim, terkait dengan putusan
No.267/Pdt.G/2007/PA.Sgm, mengatakan bahwa :
“Pembagian harta bersama dalam putusan tersebut sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku khususnya KHI pasal 97 dan dasar pertimbangan
hakim dalam memutus pembagian harta bersama tidak terlepas dari aturan
KHI, pasal 229 yang menyebutkan bahwa hakim dalam menyelesaikan
perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan
sungguh-sungguh nilai-nilai yang hidup di masyarakat.Hakim juga harus
memutuskan perkara berdasarkan hati nurani dan dalam mengambil
keputusan harus mempertimbangkan tiga hal,yaitu keadilan,kepastian
hukum dan kemanfaatan, dalam memutuskan suatu perkara hakim harus
bersikap adil dan tidak boleh membela salah satu pihak. Keadilan yang
dimaksud disini mencakup pengertian bahwa pembagian harta bersama tidak
mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak
harus diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya13”.
13Muh. Basir, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, Wawancara penulis pada
Tanggal 27  November, 2012.
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Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama
No.267/Pdt.G/2007/PA.Sgm, mengenai pembagian harta bersama yang di dalam
putusan hakim didasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya
Kompilasi Hukum Islam.
Majelis hakim memutuskan membagi seperdua bagian harta kepada
pemohon/tergugat rekonvensi dan seperdua bagian lainnya diberikan kepada
pihak termohon/penggugat rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, di mana janda atau duda cerai hidup masing-
masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan
lain dalam perjanjian perkawinan dan apabila tidak dibagi secara natural (riil)
maka akan diadakan pelelangan dan hasilnya akan dibagikan kepada masing-
masing pihak.
Dalam KHI ditegaskan pembagian harta bersama antara suami isteri setelah
terjadinya perceraian yakni dibagi dua tidak dipandang peranan masing-masing
dalam pembentukan harta besama tersebut.
Pembagian harta bersama yang berbentuk tanah memang akan cukup rumit
apabila hanya berupa putusan pengadilan yang menyatakan bahwa harta bersama
tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besarnya, dalam hal ini masalah
penentuan luas tanah yang akan menjadi bagian masing-masing pihak.
1. Kondisi ini menurut penulis bisa diatasi dengan 2 (dua) hal, yaitu:
Berdasarkan putusan pengadilan para pihak mengajukan kepada Kantor
Pertanahan setempat untuk melakukan pemecahan bidang tanah yang
semula merupakan 1 (satu) bidang menjadi 2(dua) bidang yang sama
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besarnya, untuk kemudian diterbitkan sertifikat baru atas bidang-bidang
tanah tersebut;
2. Menjual bidang tanah tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak dan
hasil penjualan tersebut dibagi untuk bagian yang sama besarnya.
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C.Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusannya dalam Perkara
Putusan No.267/Pdt.G/2007/PA.Sungguminasa
Berdasarkan putusan Pengadilan Agama No.267/Pdt.G/2007/PA.Sgm,
bahwa dimana pada kasus tersebut KS sebagai pemohon/tergugat rekonvensi dan
PK sebagai termohon/penggugat rekonvensi. Dalam kasus ini penggugat
mengajukan permohonan perceraiannya yang disebabkan karena di dalam rumah
tangga pemohondan termohon sering terjadi cekcok disebabkan termohon tidak
menganggap pemohon sebagai kepala rumah tangga, bahkan pemohon telah
berusaha agar rumah tangga menjadi sakinah dan mawadah menjadi sulit
terwujudkan.
Percekcokan pemohon dengan termohon bertambah memuncak pada sekitar
bulan Juli 2004, dimana termohon bersama anak-anak mengeroyok pemohon
sehingga perselisihan, pertengkaran sering terjadi bahkan oleh karena kondisi
rumah tangga pemohon semakin sulit diperbaiki maka sejak kejadian tersebut
pemohon sudah pisah tempat tidur, sampai permohonan cerai ini diajukan, oleh
karena sama sekali tidak ada jalan lagi untuk kembali rukun sebagai suami isteri.
Terhadap gugatan tersebut, termohon menggugat balik pemohon yang dalam
rekonvensinya, termohon/penggugat rekonvensi mengajukan dalil bahwa selama
membina rumah tangga penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi telah
dikaruniai 7 orang anak, empat orang telah berkeluarga dan 3orang lainnya belum
berkeluarga dan masih membutuhkan biaya.
Penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi telah berpisah tempat
tinggal selama 12 tahun dan selama itu, tergugat rekonvensi tidak pernah
memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi dan ketiga orang anak tersebut.
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Bahwa selain itu penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi telah
memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah batu yang berdiri diatas tanah
yang luasnya kira-kira 4 are terletak di jalan Poros Malino Kampung Bujuk,
Kecamatan Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.Kemudian
terhadap gugatan rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi mengajukan jawaban
sebagai berikut :
1. Bahwa tergugat rekonvesi tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, karena
sekarang tergugat rekonvensi sudah tidak mempunyai lagi pekerjaan dan
tidak ada harta yang tergugat rekonvensi dapat berikan kepada penggugat
rekonvensi dan anak-anak, lagi pula anak-anak tersebut sudah kaya-kaya
semua.
2. Bahwa tanah yang dituntut penggugat rekonvensi bukan harta bersama,
melainkan harta warisan dari orang tua dan sekarang tanah tersebut telah
dijual tergugat rekonvensi, sewaktu masih tinggal bersama penggugat
rekonvensi.
3. Bahwa luas tanah tergugat rekonvensi ada kurang lebih 14 are,sebagian
dijual kepada pengacara dan yang lainnya dijual kepada orang lain.
4. Bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp.8.000.000 atas sepengetahuan
penggugat rekonvensi dan uang tersebut telah dipakai membangun rumah
yang ditempati penggugat rekonvensi, selebihnya untuk biaya hidup
penggugat rekonvensi dan anak-anak.
5. Bahwa tergugat rekonvensi tidak mempunyai lagi tanah selainnya.Bahwa
atas jawaban tersebut, penggugat rekonvensi mengajukan jawabannya
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sebagai berikut :
1. Bahwa tergugat rekonvensi telah menjual tanah saat tinggalbersama,
tetapi yang dijual bukan yang kurang lebih 4 are yang ditempati
penggugat rekonvensi dan anak-anak melainkan selebihnya itupun
tergugat rekonvensi jual tanpa sepengetahuan penggugat rekonvensi.
2. Harga tanah tersebut, bukan dipakai untuk membangun rumahdan
mengongkosi anak-anak, tetapi dipakai untuk menikah dengan isteri
kedua dan ketiga.
3. Penggugat rekonvensi tetap menuntut nafkah lampau, serta menuntut
rumah dan lokasinya kurang lebih 4 are untuk diserahkan kepada
penggugat rekonvensi. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
dan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, pemohon/tergugat
rekonvensi mengajukan :
 Bukti-bukti :
1. Fotokopi surat keterangan nikah tertanggal 31 Maret 1968.
2. Fotokopi surat kesepakatan jual beli tertanggal 7 september 2000.
Kesemua bukti pada poin ke 1, 2 tersebut telah dibubuhi materai yang
secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P1 dan P2.
 Saksi-saksi dibawah sumpah :
1. Saksi kesatu,Baco Dg.Tarra bin Muntu,memberikan keterangan :
a. Bahwa saksi kenal pemohon karena tetangga;
b. Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama
12 tahun disebabkan karena pemohon menikah dengan isteri yang
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kedua tanpa sepengetahuan termohon;
c. Pemohonlah yang pergi meninggalkan termohon, dan kini pemohon
tinggal dengan isteri ketiganya, sedangkan termohon tinggal dirumah
pemohon dengan termohon;
d. Bahwa keduanya sudah tidak bisa lagi rukun karena sudah lama
pisah dan beberapa tahun terakhir ini, sering bertengkar baik antara
pemohon dengan termohon, maupun antara pemohon dengan anak-
anaknya.
2. Saksi kedua, Rane bin Baco, pada pokoknya menerangkan :
a. Bahwa saksi saudara kandung pemohon;
b. Pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 12
tahun karena pemohon menikah lagi dengan perempuan lain tanpa
sepengetahuan termohon, bahkan sekarang termohon tinggal
bersama isteri ketiganya di Borongloe;
c. Saksi biasa melihat pemohon dengan termohon bertengkar kalau
pemohon membawa isteri ketiganya ke Kampung Bujjulu;
d. Tanah yang ditempati rumah termohon berasal dari orangtua
pemohon, tanah tersebut telah dijual pemohon kepada pak Asman
dan harganya sebagian dipakai untuk anak-anak termohon, bahkan
tanah yang dari orang tua pemohon tersebut sebagian dijual kepada
orang lain;
e. Bahwa lokasi yang ditempati rumah termohon seluas kurang lebih 4
are;
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f. Bahwa pemohon tidak mempunyai tanah selain yang telah dijual
tersebut;
g. Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak bisa lagi hidup rukun.
Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya dan untuk
mempertahankan dalil bantahannya, termohon/penggugat rekonvensi mengajukan
pula :
 Bukti-bukti :
1. Fotokopi sertifikat hak Milik atas tanah No.56, tertanggal 22 Maret 2001
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Gowa;
2. Fotokopi surat pernyataan, tertanggal 11 Juni 2004;
3. Fotokopi surat keterangan dari tokoh masyarakat, tertanggal 09 januari
2008;
4. Fotokopi surat keterangan dari kepala Lingkungan Ujung Bulo, tertanggal
09 Januari 2008;
5. Fotokopi surat keterangan dari lurah Bontosunggu No.03/KBP/I/2008,
tertanggal 09 Januari 2008.
Kesemua bukti surat pada poin 1,2, 3, 4 dan 5 tersebut telah dibubuhi
materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya,selanjutnya diberi kode
T1,T2, T3, T4 dan T5.
 Saksi-saksi di bawah sumpah :
1. Saksi kesatu,Mirnawati binti Kasamang, memberikan keterangan sebagai
berikut :
 Bahwa saksi anak kandung termohon;
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 Bahwa pemohon menikah dengan termohon telah pisah tempat tinggal
selama 12 tahun karena pemohon menikah lagi dengan perempuan lain
dan sekarang pemohon tinggal bersama dengan isteri ketiganya;
 Bahwa keduanya selalu bertengkar bahkan pemohon selalu memukul
termohon karena pemohon selalu minum-minuman keras dan main
perempuan;
 Bahwa sekarang termohon tinggal dirumah yang dibangun pemohon
semasa rukun dengan termohon;
 Bahwa tidak benar tanah tersebut telah dijual pemohon,hanya sekarang
pemohon baru mau menjual tanah tersebut karena desakan dari isteri
ketiganya;
 Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak bisarukun kembali.
2. Saksi kedua, Sudiharjo bin Slamet, memberikan keterangan sebagai
berikut :
 Bahwa saksi menantu termohon;
 Bahwa pemohon dengan termohon sudah pisah tempat selama 12 tahun
karena pemohon menikah dengan perempuan lain;
 Bahwa pemohon dengan termohon sering bertengkar karena pemohon
selalu minum minuman keras dan main perempuan;
 Bahwa selain pisah tempat tinggal termohon tidak pernah memperoleh
nafkah dari pemohon;
 Bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak mengajukan
lagi bukti-bukti atau keterangan apapun juga. Pertimbangan hukum
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Majelis Hakim dalam konvensi :
a. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan
dengan pengakuan pihak terrmohon, maka majelis hakim berpendapat
bahwa pemohon telah menikah dengan termohon di pangkabinanga,
menurut ketentuan syariat islam;
b. Menimbang bahwa meskipun pihak pemohon telah mengajukan bukti
P1 berupa fotocopy surat keterangan nikah, tertanggal 31 maret 1968
bukti tersebut tidak dipertimbangkan hakim oleh karena selain tidak
dicocokkan dengan aslinya, juga bukti ini hanyalah keterangan biasa
yang dilihat dari segi penulisan,tahun dikeluarkannya dan dari siapa
yang mengeluarkan bukti tersebut, diperoleh berbagai kejanggalan
tentang kebenarannya;
c. Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan
akta nikah dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama,
isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana
berdasarkan ketentuan ayat (3)huruf (a) dari pasal tersebut diantaranya
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam
rangka penyelesaian perceraian.
d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka pernikahan pemohon dengan termohon yang dilangsungkan di
Pangkabinanga pada tanggal 31 Maret 1968 dinyatakan sebagai
perkawinan yang sah.
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e. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut majelis
hakim memproleh lagi fakta bahwa rumah tangga pemohon dengan
termohon telah diwarnai percekcokan dan pertengkaran karena
pemohon sering mabuk, sering memukul termohon dan suka main
permpuan.
f. Menimbang, bahwa meskipun terjadinya perpisahan dan atau
pertengkaran, disebabkan karena ulah dari pemohon sendiri, namun
dalam perkara aquo majelis hakim tidak lagi mempersoalkan siapa
yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal,
melainkan majelis hakim dalam hal ini berpendapat bahwa antara
pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun
kembali sebagai layaknya suami isteri.
g. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka ketentuan pasal 116 huruf (b) dan (f) kompilasi hukum islam
tentang alasan perceraian dapat diterapkan kedalam perkara aquo,
sehingga dalil-dalil pemohon untuk bercerai dengan termohon dinilai
telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan.
Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam rekonvensi :
 Menimbang bahwa mengenai nafkah lampau penggugat rekonvensi dan 3
orang anak selama 12 tahun tidak pernah diberikan kepada penggugat
rekonvensi dan 3 orang anaknya tersebut, pada pokoknya tidak dibantah
dan atau diakui oleh tergugat rekonvensi namun tergugat rekonvensi tidak
bersedia menyerahkan karena tergugat rekonvensi sudah tidak punya
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pekerjaan atau penghasilan;
 Menimbang, bahwa didepan persidangan tidak ada bukti-bukti yang
menunjukkan tentang adanya pekerjaan dan atau penghasilan tergugat
rekonvensi terlebih lagi tergugat rekonvensi yang mempunyai isteri-isteri
selain dari penggugat rekonvensi, juga memerlukan nafkah untuk
kehidupan sehari-hari;
 Menimbang, bahwa hal demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 80
angka (2) dan (4) huruf a KHI yang menegaskan bahwa kewajiban seorang
suami memberikan nafkah atau keperluan hidup dalam berumah tangga
terhadap isteri-isterinya didasarkan pada kemampuan dan atau penghasilan
seorang suami;
 Menimbang bahwa selain itu ternyata pula bahwa tuntutan penggugat
rekonvensi mengenai nafkah lampau, tidak dirinci secara jelas mengenai
besarnya nafkah lampau untuk penggugat rekonvensi dan besarnya nafkah
lampau untuk anak-anaknya;
 Menimbang bahwa meskipun nafkah untuk penggugat rekonvensi,
menjadi kewajiban tergugat rekonvensi untuk itu,namun oleh karena pihak
penggugat rekonvensi, selain tidak merinci nafkah tersebut, juga didepan
persidangan tidak adabukti-bukti mengenai kesanggupan tergugat
rekonvensi,sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka tuntutan penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau dinyatakan
ditolak;
 Menimbang,bahwa setelah jawab menjawab didepan persidangan,
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disepakati bahwa rumah batu yang dituntut penggugat rekonvensi adalah
harta bersama penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi;
 Menimbang, bahwa mengenai dalil tergugat rekonvensi tentang ketidak
sediaan menyerahkan lokasi rumah kepada penggugat rekonvensi, karena
beralasan bahwa tanah tersebut telah dijual tergugat rekonvensi kepada
pihak lain;
 Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil bantahan tergugat rekonvensi
tersebut, telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi surat kesepakatan jual
beli tertanggal 7 September 2000, bukti P2 tersebut, selain tidak
dicocokkan dengan aslinya, juga hanya berupa surat keterangan biasa
yang dibantah kebenarannya oleh pihak penggugat rekonvensi sehingga
dengan demikian, bukti P2 tersebut dikesampingkan;
 Menimbang bahwa demikian pula saksi tergugat rekonvensi bernama Rane
bin Baco pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang ditempati rumah
penggugat rekonvensi telah dijual kepada pak Asman dan harganya
sebagian dipakai anak-anak penggugat rekonvensi;
 Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut, tidak dapat dijadikan dasar
hukum tentang adanya penjualan tanah tersebut kepada pihak lain, sebab
selain hanya satu orang saksi yang menerangkan adanya penjualan
tersebut, juga tidak dirinci berapa luas tanah yang terjual dan pihak saksi
masih punyahubungan keluarga yang sangat dekat yakni saudara kandung
tergugat rekonvensi;
 Menimbang bahwa sekiranya juga keterangan saksi benar-benar adanya,
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maka hal ini juga akan menjadi tandat anya, sebab bukankah yang dijual
kepada pak Asman, sebagaimana yang tersebut pada bukti P2 hanya seluas
10 are sedangkan pihak tergugat rekonvensi sendiri didepan persidangan
mengakui luas tanahnya kurang lebih 14 are;
 Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka
majelis berkeyakinan bahwa tanah yang ditempati rumah penggugat
rekonvensi dengan tergugat rekonvensi belum terjual kepada pihak lain;
 Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut,ternyata pula berdasarkan
bukti T3 berupa surat keterangan dari tokoh masyarakat, bukti T4 berupa
surat keterangan dari kepala Lingkungan Ujung Bulo dan bukti T5 berupa
surat keterangan dari kelurahan Bontoparang,pada pokoknya menerangkan
bahwa tanah milik Kasamang Dg.Beta yang terletak di Bujjulu,
Lingkungan Ujung Bulo, kelurahan Bontoparang seluas kurang lebih 400
m2 yang ditempati rumah isterinya (Paleang Dg.Kanang) dan anaknya,
hingga saat ini belum pernah diadakan transaksi jual beli melalui
kelurahan atau belum pernah dijual;
 Menimbang, bahwa demikian halnya bukti T2 berupa surat pernyataan
kesepakatan perdamaian tertanggal 1 juni 2004 dihadapan kepolisian yang
pada intinya menyatakan bahwa pihak kedua berjanji tidak akan
menggangu gugat rumah yangdi tempati atau yang ditinggali oleh
penggugat rekonvensi;
 Menimbang bahwa kalau lokasi rumah tersebut telah dijual dan atau mau
dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau kesepakatan dari
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pihak penggugat rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat, bahwa hal
ini sudah termasuk dalam kategori menggangu gugat rumah yang
ditempati penggugat rekonvensi;
 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka hakim
memutuskan bahwa harta yang menjadi objek sengketa yaitu berupa tanah
seluas kurang lebih 4 are yang terletak di Kampung Bujjulu, Kelurahan
Bontoparang, Kecamatan Parangloe, yang diakui oleh pemohon/tergugat
rekonvensi sebagai harta bawaannya tidak didukung oleh bukti berbeda
halnya dengan termohon/penggugat rekonvensi yang disertai oleh bukti
kepemilikan tapi karena hak kepemilikannya baru diperoleh pada tahun
2001 yaitu saat pihak penggugat dan tergugat masih dalam ikatan
perkawinan oleh karena itu tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta
tersebut terdaftar majelis hakim menjadikan harta bersama.
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka sebuah rumah batu dari harta bersama penggugat rekonvensi dengan
tergugat rekonvensi serta lokasi rumah tersebut seluas kurang lebih 4 are
yang terletak di Kampung Bujjulu, Kelurahan Bontoparang, Kecamatan
Parangloe yang dituntut dan atau yang diminta oleh penggugat rekonvensi,
ditetapkan sebagai harta bersama tergugat rekonvensi kepada penggugat
rekonvensi.
 Menimbang, bahwa sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam,bahwa janda
atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama,
maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Penggugat dan
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Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut
 Menurut M.Basir (wawancara tanggal 27 November, 2012) selaku Ketua
Majelis Hakim, terkait dengan putusan No.267/Pdt.G/2007/PA.Sgm,
mengatakan bahwa :
“Pembagian harta bersama dalam putusan tersebut sesuai dengan yang
berlaku khususnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dan dasar
pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta bersama tidak
terlepas dari aturan Kompilasi Hukum Islam.Pasal 229 menyebutkan bahwa
hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya
wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang hidup
dimasyarakat.Hakim juga harus memutuskan perkara berdasarkan hati
nurani dan dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan tiga hal,
yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan”.
Didalam memutuskan suatu perkara hakim harus bersikap adil dan tidak
boleh membela salah satu pihak.Perihal mengenai objek sengketa berupa tanah
seluas kurang lebih 4 are yang terletak di Kampung Bujjulu, Kelurahan
Bontoparang, Kecamatan Parangloe yang di andalkan oleh tergugat rekonvensi
sebagai harta bawaannya karena tanah tersebut merupakan warisan dari
orangtuanya dan telah dijual kepada pak Asman berdasarkan kesaksian
saudaranya yaitu Rane bin Baco.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengesampingkan kesaksian
tersebut, karena keterangan saksi tersebut, tidak dapat dijadikan dasar hukum
tentang adanya penjualan tanah tersebut kepada pihak lain, sebab selain hanya
satu orang saksi yang menerangkan adanya penjualan tersebut, juga tidak dirinci
berapa luas tanah yang terjual dan pihak saksi masih punya hubungan keluarga
yang sangat dekat yakni saudara kandung tergugat rekonvensi.
Sekiranya juga keterangan saksi benar-benar adanya, maka hal ini juga akan
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menjadi tanda tanya, sebab tanah yang dijual kepada pak Asman, sebagaimana
yang tersebut pada bukti P2 hanya seluas 10 are sedangkan pihak tergugat
rekonvensi sendiri didepan persidangan mengakui luas tanahnya kurang lebih 14
are.
Berbeda halnya dengan penggugat rekonvensi yang disertai oleh bukti surat
kepemilikan tapi karena hak kepemilikannya baru diperoleh pada tahun 2001,
yaitu saat pihak penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan oleh
karena itu tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar, maka
Majelis Hakim menjadikan objek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 4 are
yang terletak di Kampung Bujjulu, Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe
sebagai harta bersama.
Menurut penulis,pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam
perkara No.267/Pdt.G/2007/PA.Sungguminasa telah tepat. Status dari harta
bersama tetap sebagai harta bersama milik pemohon/tergugat rekonvensi dan
termohon/penggugat Rekonvensi tanpa harus memperhatikan atas nama siapa
tanah tersebut berada. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 sub f Kompilasi Hukum Islam
yang menetapkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama
berlangsungnya suatu perkawinan, baik harta itu terdaftar atas nama suami atau
isteri.
Serta sesuai Putusan MA tanggal 30 Juli 1974 No. 806 K/Sip/ 1974
mengatakan bahwa masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang
menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama, asal harta
yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta
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Bertolak dari bab pembahasan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan,
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkara putusan
No.267/Pdt.G/2007/PA.Sungguminasa, dilakukan atas dasar Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri
menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian
perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak ½ (seperdua)
dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta
bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya
bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama
tersebut ½ (seperdua) bagian untuk penggugat dan ½ (seperdua) bagian
untuk tergugat.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara putusan
No.267/Pdt.G/2007/PA.Sgm, telah tepat, dimana objek sengketa berupa
tanah seluas 4 are ditetapkan sebagai harta bersama pemohon/tergugat
rekonvensi dan termohon/penggugat rekonvensi tanpa harus memperhatikan
atas nama siapa tanah tersebut berada. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 sub f
Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa harta bersama adalah
harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik harta itu terdaftar
atas nama suami atau isteri Atas nama siapa harta terdaftar bukan factor
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yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama,
asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan
serta pembiayaannya berasal dari harta bersama maka harta tersebut
termasuk obyek harta bersama.
B. Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan
skripsi ini adalah :
1. Didalam memutuskan suatu perkara hakim harus bersikap adil dan tidak
boleh membela salah satu pihak. Keadilan yang dimaksud disini mencakup
pengertian bahwa pembagian harta bersama tidak mendiskriminasikan salah
Satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak harus diakomodasi asalkan
sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.
2. Pembagian harta bersama yang berbentuk tanah cukup rumit apabila hanya
berupa putusan pengadilan yang menyatakan bahwa harta bersama tersebut
dibagi menjadi dua bagian yang sama besarnya, dalam hal ini masalah
penentuan luas tanah yang akan menjadi bagian masing-masing pihak.
Kondisi ini biasa diatasi dengan cara para pihak mengajukan kepada Kantor
Pertanahan setempat untuk melakukan pemecahan bidang tanah yang semula
merupakan 1 (satu) bidang menjadi 2 (dua) bidang yang sama besarnya,
untuk kemudian diterbitkan sertipikat baru atas bidang-bidang tanah tersebut
atau menjual bidang tanah tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak
dan hasil penjualan tersebut dibagi untuk bagian yang sama besarnya.
DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Bustanul, Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia:Akar Sejarah, Hambatan
dan Prospeknya Jakarta : Gema Insani Press,1996.
Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 1996.
Arikunto, Sutrisno, Metodologi Research Jakarta: Universitas Gajah mada, 1986.
Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan, Semarang : CV Putra, 1989.
Daud, Muhammad Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, EdisiI Cet. II; Jakrta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2002.
Gassing HT A. Qadir dan Halim Wahyuddin dalam Tim Penulis Karya Ilmiah
UIN Aluddin, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah; Makalah, Skripsi,
Tesis,Disertasi, Edisi Revisi III Makassar: UIN Alauddin, 2008.
Hadikusuma Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia: Perundangan,Hukum Adat,
Hukum Agama Bandung : Mandar Maju, 2007.
Hasan Bisri,Cik, Pengadilan Agama di Indonesia, Edisi 1 Cet. II; Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1996.
Jurnal dua Bulanan, Mimbar Hukum No. 53 Tahun 2003.
Kansil.C.S.T, Modul: hukum perdata (termasuk asas-asas hukum perdata), Jakarta :
Pradnya Paramita, 2004.
Manan, Abdul, Aneka masalah hukum perdata islam di Indonesia, Jakarta : Kencana,
2006
M.K., Anshary, Hukum perkawinan di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010.
Projohamijoyo, Martiman, Tanya jawab mengenai Undang-undang perkawinan dan
peraturan pelaksanaan, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991.
Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Edisi III Cet. X; Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2003.
Satrio. J, Hukum Harta Perkawinan. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.
Suharsini Manajemen Pendidikan Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Soemiyati, Ny, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974,
tentang Perkawinan, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2007.
Susilo, Budi, Proses gugatan cerai, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008.
Thalib, Sayuti, Hukum kekeluargaan Indonesia,Jakarta : Universitas Indonesia, 2007.
Tiro, Arif, Dasar-Dasar Statistic Edisi Revisi, Makassar: Uiversitas Negeri Makassar
(UNM): Makassar , 1999.
Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Seri Perundang-undangan, Yogyakarta : Pustaka
Yustisia, 2008.
Teguh Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi Ed.1; Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Tim Penyusun, Sejarah Pengadilan Agama Kelas II Sungguminasa Sekretariat
Pengadilan Agama Kelas II Sungguminasa.
Undang-Undang Peradilan Agama,UU No. 50 Tahun 2009 Jakarta: Harvarindo, 2010.
http//:www.pengadilanagamasungguminasa.go.id,diakses pada tanggal : 10 Mei 2015
Hamdan,Suara tangis pertamanya terdengar pada
tanggal 22 November 1990, Di Sapaya Kecamatan
Bungaya, Kabupaten gowa. Sembari raungan tangis
yang terlontar darinya, terdengar pula pertama kali
olehnya suara, yaitu suara  adzan yang begitu merdu
yang dikumandangkan oleh Ayahanda. Penulis
Merupakan Anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis memasuki jenjang pendidikan
dasar di SD Inpres Sapaya pada tahun 1997 dan tamat pada tahun 2002, Pada tahun
yang sama penulis melanjutkan pendidikan MTs dan MA di Pondok pesantren
Darussalam Saroppo, tepatnya di Kel. Tolo Selatan Kec. Kelara, Kab. Jeneponto, dan
pada tahun 2008 penulis tamat. dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan
pendidikan sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar melalui jalur SPMB pada
jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan program strata satu (S1). Penulis
bersyukur atas karunia Allah swt sehingga dapat mengenyam pendidikan yang
merupakan bekal untuk masa depan penulis. Penulis berharap dapat mengamalkan
ilmu yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya dan membahagiakan orangtua serta
berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa
dan negara.
